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ABSTRAK 

 

Tugas dan wewenang KPU dalam Pasal 9 Huruf a Undang-Undang Nomor 

10 Tahun 2016 adalah "Menyusun dan menetapkan Peraturan KPU dan pedoman 

teknis untuk setiap tahapan Pemilihan setelah berkonsultasi dengan Dewan 

Perwakilan Rakyat, dan Pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat yang 

keputusannya bersifat mengikat". Hal ini merupakan sesuatu yang mengganggu 

asas kemandirian KPU yang diatur dalam UUD 1945 dan dinilai telah mengebiri 

independensi KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu. Permasalahan yang 

dikaji dalam skripsi ini adalah bagaimana pandangan maslahah mursalah 

terhadap Pasal 9 Huruf a UU Nomor 10 Tahun 2016 itu? 

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research). Sedangkan 

pendekatan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa lapangan dan 

pustaka. Lapangan meliputi kegiatan wawancara secara mendalam dan terpimpin 

kepada narasumber dari KPU. Kepustakaan dilakukan dengan cara 

mendokumentasikan dokumen dan literatur–literatur yang relevan dengan 

permasalahan yang dikaji. 

Hasil dari penelitian ini bahwa, maslahah mursalah memandang isi Pasal 

9 Huruf a UU Nomor 10 Tahun 2016 bertentangan dengan nilai-nilai Islam karena 

Pasal tersebut telah menghilangkan asas kemandirian KPU dan dinilai membatasi 

lembaga KPU untuk melayani dan memenuhi kepentingan semua pihak (partai 

politik, pemerintah, dan masyarakat) dan akan menguntungkan sebagian 

kelompok saja. 

 

 

Kata kunci : Tugas dan Wewenang KPU, Pemilu, Maslahah Mursalah. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN 

Berdasarkan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

RI No. 158/1987 dan No. 05436/1987 

Tertanggal 22 Januari 1988 

 

A. Konsonan Huruf Tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 

 ا

 ب

 ت

 ث

 ج

 ح

 خ

 د

 ذ

 ر

 ز

 س

 ش

 ص

 ض

 ط

 ظ

 ع

Alif 

Ba’ 

Ta’ 

Sa’ 

Jim 

Hā’ 

Khā’ 

Dal 

Zal 

Ra’ 

Zai 

Sīn 

Syīn 

Sād 

Dād 

Tā 

Zā 

‘Ain 

Tidak dilambangkan 

B 

T 

Ś 

J 

Ḥ 

Kh 

D 

Ż 

R 

Z 

S 

Sy 

Ş 

Ḍ 

Ṭ 

Ẓ 

-‘- 

Tidak dilambangkan 

Be 

Te 

Es (titik di atas) 

Je 

Ha (titik di bawah) 

Ka dan ha 

De 

Zet (titik di atas) 

Er 

Zet 

Es 

Es dan Ye 

Es (titik di bawah) 

De (titik di bawah) 

Te (titik di bawah) 

Zet (titik di bawah) 

Koma terbalik (di atas) 



 

xii 

 

 غ

 ف

 ق

 ك

 ل

 م

 ن

 و

 هـ

 ء

 ي

Gain 

Fa’ 

Qaf 

Kaf 

Lam 

Mim 

Nun 

Wau 

Ha’ 

Hamzah 

Ya 

G 

F 

Q 

K 

L 

M 

N 

W 

H 

’- 

Y 

Ge 

Ef 

Qi 

Ka 

El 

Em 

En 

We 

Ha 

Apostrof 

Ye 

 

B. Konsonan Rangkap 

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap, contoh: 

 ditulis Ahmadiyyahاحَْمَدِيَّة

C. Ta’ Marbutah di Akhir Kata 

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap 

menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya. 

 ditulis jama‘ahجَمَاعَة

2. Bila dihidupkan ditulis t, contoh: 

 ’ditulis karamatul auliyaكَرَامَةُ الْْوَْلِيآَء

D. Vokal Pendek 

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dhammah ditulis u. 
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E. Vokal Panjang 

A panjang ditulis ā,i panjang ditulis ī, dan u panjang ditulis ū, masing-masing 

dengan tanda (-) hubung di atasnya. 

F. Vokal-vokal Rangkap 

1. Fathah dan ya’ mati ditulis ai, contoh: 

 ditulis Bainakum بَيْنكَُم

2. Fathah dan wawu mati ditulis au, contoh: 

 ditulis Qaul قَوْل

G. Vokal-vokal yang Berurutan dalam Satu Kata, Dipisahkan dengan 

Apostrof (’) 

 ditulis A’antum  َ نَْ مُْ 

 ditulis Mu’annaṡ مُؤَنَّث

H. Kata Sandang Alif dan Lam 

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah 

 ditulis Al-Qur’an الْقرُْآن

 ditulis Al-Qiyas الْقِياَس

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf 

Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf L (el)-nya. 

 ’ditulis As-sama  الَسَّمَاء

 ditulisAsy-syams  الَشَّمْس
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I. Huruf Besar 

Penulisan huruf besar disesuaikan EYD. 

J. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 

1. Dapat ditulis menurut penulisannya 

 ditulis Żawi al-furud ذَوِى الْفرُُض

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut 

  ditulis ahl as-Sunnah  اهَْلُ السُنَّة

سْلََم  ditulis Syaikh al-Islam atau Syaikhul-Islam  شَيْخُ الِْْ

K.  Pengecualian 

  Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada: 

a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur’an, hadits, mazhab, 

syariat, lafaz. 

b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh 

penerbit, seperti judul buku Al-Hijab. 

c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari 

negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad 

Syukri Soleh. 

d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya 

Toko Hidayah, Mizan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pemilihan Umum (PEMILU) merupakan suatu proses yang harus 

dilaksanakan oleh suatu negara yang mendeklarasikan dirinya sebagai negara 

demokratis. Salah satu tolak ukur berjalannya proses demokrasi adalah 

terselenggaranya pemilihan umum dari tingkat pusat sampai daerah.  Pemilihan 

Umum adalah memilih seorang penguasa, pejabat atau lainnya dengan jalan 

menuliskan nama yang dipilih dalam secarik kertas atau dengan memberikan 

suaranya dalam pemilihan.1 Sedangkan, menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 

2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemilihan Umum 

adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, 

umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia 

berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 

1945.2 

Tujuan diselenggarakannya pemilihan umum adalah untuk memilih wakil 

rakyat dan wakil daerah, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, 

kuat dan didukung oleh rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional 

																																																													
1  Abu Nashr Muhammad Al-Iman, Membongkar Dosa-dosa Pemilu, (Jakarta: Prisma 

Media, 2004), hlm. 29. 
 
2 http://www.hukumpidana.bphn.go.id/, diakses pada 30 oktober 2016/, diakses pada 10 

April 2017. 
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sebagaimana diamanat Undang-Undang Republik Indonesia Dasar 1945. Pada 

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, terlihat bahwa kita menganut faham 

demokrasi konstitusional. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan 

menurut Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan kedaulatan yang 

dimiliki rakyat, maka sampai saat ini cara paling tepat adalah melalui pemilihan 

umum secara langsung oleh rakyat.3 

Cikal bakal pesta demokrasi pertama kali di Indonesia pada 1955, berlanjut 

pada Pemilu tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009 dan 

terakhir 2014. Setiap pelaksaan Pemilu dari tahun 1955 hingga sekarang memiliki 

dinamika politik yang berbeda-beda. Pemilu tahun 1955 adalah Pemilu yang 

pertama kali dilaksanakan ditengah kondisi negara yang kurang kondusif. 

Sedangkan Pemilu tahun 1971 sampai dengan pemilu 1997 adalah Pemilu 

dilaksanakan pada zaman pemerintahan orde baru. Penyelenggaraan Pemilu yang 

teratur selama orde baru menimbulkan kesan bahwa demokrasi di Indonesia sudah 

tercipta. Apalagi Pemilu itu berlangsung secara tertib dan dijiwai oleh asas LUBER 

(Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia). Namun kenyataannya penyakit KKN 

(Korupsi, Kolusi, Nepotisme) sulit dihilangkan dari proses awal hingga akhir 

pemilu pada era kepemimpinan Presiden Soeharto. 

Pemilu 1999 adalah masa transisi dari era orde baru ke era reformasi. Pemilu 

tersebut merupakan tonggak awal implementasi kedaulatan rakyat, dimana rakyat 

adalah pemilik kedaulatan negara yang sah. Hakekat Pemilu biasanya adalah untuk 

																																																													
3 Ibramsyah Amirudin, Kedudukan KPU dalam Struktur Ketatanegaraan Republik 

Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945, (Surabaya: Laksbang Mediatama, 2008), hlm. 3. 
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memilih wakil-wakil rakyat di parlemen. Dari wakil-wakil rakyat inilah rakyat 

Indonesia secara keseluruhan membebankan beban-beban kenegaraan di 

pundaknya. Wakil-wakil rakyat inilah yang punya andil besar bersama dengan 

pemerintah dalam menentukan kemana arah akan berjalannya negeri ini. Wakil-

wakil rakyat ini kemudian duduk di lembaga perwakilan seperti DPR, DPRD, 

ataupun DPD.4 

Pemilu 2004, 2009 dan yang terakhir 2014 merupakan sejarah tersendiri 

bagi pemerintahan Indonesia. Dimana untuk pertama kalinya rakyat Indonesia 

memilih secara langsung. Sekaligus membuktikan upaya mewujudkan sistem 

pemerintahan Presidensil yang dianut pemerintah. Berbeda dengan Pemilu 

sebelumnya, sistem Pemilu yang digunakan adalah proporsional dengan daftar 

calon terbuka. Proposional daftar adalah sistem pemilihan mengikuti jatah kursi di 

tiap daerah pemilihan. Jadi, suara yang diperoleh partai-partai politik di tiap daerah 

selaras dengan kursi yang mereka peroleh di parlemen. 

Sesuai dengan Pasal 2 UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara 

Pemilu, Asas-asas Penyelenggara Pemilu berpedoman pada; mandiri, jujur, adil, 

kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, 

profesionalitas, akuntabilitas, efesiensi dan efektivitas.5 

Atas peristiwa tersebut peneliti tidak melihat adanya independensi KPU, 

untuk itu peneliti mengkaji mengenai independensi KPU dalam ketatanegaraan 

																																																													
 4 http://repository.uii.ac.id/410/SK/I/0/00/000/000835/uii-skripsi-06410167, diakses pada 
30 Oktober 2016. 
 

5 Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. 
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Indonesia berdasarkan dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.  Undang-

Undang tersebut merupakan perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 

tentang penetapan peraturan pemerintahan pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 

tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang. 

Dalam Pasal 9 Huruf a berbunyi “menyusun dan menetapkan peraturan 

KPU dan pedoman teknis setiap tahapan pemilihan setelah berkonsultasi dengan 

Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat 

yang keputusannya bersifat mengikat.”6 Atas dasar tersebut peneliti menimbulkan 

pertanyaan, kenapa KPU sebagai lembaga independen harus berkonsultasi terlebih 

dahulu dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah dan keputusan tersebut 

bersifat mengikat. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka 

penulis merumuskan permasalahan yaitu: 

Bagaimana pandangan Maslahah Mursalah terhadap keputusan bersifat 

mengikat atas konsultasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) kepada DPR/Pemerintah 

pada Pasal 9 Huruf a UU Nomor 10 Tahun 2016? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

																																																													
6 Pasal 9 Huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Umum Kepala 

Daerah. 
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Adapun tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan tugas dan 

wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Pasal 9 Huruf a UU Nomor 

10 Tahun 2016 dan bagaimana pandangan Maslahah mursalah terkait Undang-

Undang tersebut. 

2. Kegunaan Penelitian 

Memberi kontribusi, memperluas wawasan dan pengetahuan tentang 

KPU (UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah) 

bagi pembaca pada umumnya dan bagi penyusun pada khususnya. 

 

D. Telaah Pustaka 

Telaah pustaka adalah sebuah kajian yang dilakukan untuk mendapatkan 

gambaran tentang hubungan topik penelitian yang akan diajukan dengan penelitian 

sejenis yang pernah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, sehingga tidak terjadi 

pengulangan yang tidak perlu dan mubadzir.7 

Sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan skripsi ini, penyusun telah 

menelaah berbagai karya, baik berupa karya penelitian yang berkaitan erat dengan 

apa yang sedang penyusun teliti. Kajian pertama, skripsi karya Mas’udin Nur 

mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 

2011, dengan judul “Pertanggungjawaban KPU Sebagai Lembaga Penyelenggara 

																																																													
7 Abudin Nata, Metodologi Studi Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 

183. 
 



6 
 

 

Pemilihan Umum Perspektif Siyasah”. Pembahasan skripsi ini menjelaskan 

pertanggungjawaban KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum 

melalui sudut pandang siyasah. Pertanggungjawaban tersebut berupa laporan secara 

langsung kepada masyarakat (Al-ikhtiyar al-ummah), DPR (Ahl al-hall wa al-‘aqd), 

MPR (Majlis Syura).8 

Kedua, tesis karya Khuriyatul Husna mahasiswi S2 Magister Administrasi 

Publik Universitas Gajah Mada Yogyakarta tahun 2010, dengan judul 

“Independensi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pada Pemilu 2004 dan 2009”. 

Dalam penelitian ini menjelaskan independensi KPU pada pemilu 2004 dan 2009 

sebagai lembaga penyelenggara Pemilu dilakukan dengan menganalisa setting 

kebijakan yang mendukung independensi KPU, proses pembentukannya serta 

profil kelembagaan KPU itu sendiri. Kemudian penulis juga menganalisa faktor-

faktor yang mempengaruhi maupun menjamin independensi KPU sebagai sebuah 

lembaga independen. Berdasarkan hasil analisa data pada Pemilu 2004 dan 2009.9 

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan penulis karena hasil 

penelitian ini menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi dan 

menjamin independensi KPU pada Pemilu 2004 dan 2009. 

Ketiga, tesis karya Hilaria Dwi Desuari mahasiswi S2 Ilmu Komunikasi 

Universitas Gajah Mada Yogyakarta tahun 2016, dengan judul “Manajemen 

Komunikasi Komisi Pemilihan Umum Kota Jogja (Studi Kasus Manajemen 

																																																													
8 Mas’udin Nur, “Pertanggungjawaban KPU Sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilihan 

Umum Perspektif Siyasah”, skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 
(2011). 

9 Khuriyatul Husna, “Independensi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pada Pemilu 2004 dan 
2009”, tesis S2 Magister Administrasi Publik Universitas Gajah Mada Yogyakarta (2010). 
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Komunikasi oleh Komisi Pemilihan Umum Jogja dalam Upaya Menekan Angka 

Golput Tahun 2014)”. Membahas mengenai penyebab tingginya jumlah golput di 

Kota Jogja yang relatif besar. Dalam penelitian ini juga dibahas bagaimana 

manajemen komunikasi yang digunakan oleh KPU kota Jogja dalam 

mengkomunikasikan pesan-pesannya.10 Penelitian karya Hilaria Dwi Desuari ini 

menekankan pada pemahaman tentang mengidentifikasi publik, merumuskan 

tujuan hingga strategi komunikasi KPU dalam penggunaan media serta kretifitas 

KPU dalam menyampaikan pesan. 

Keempat, tesis karya Ismatno Eko Ariyatno mahasiswa S2 Hukum 

Universitas Gajah Mada Yogyakarta tahun 2014, dengan judul “Pelaporan Dana 

Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah Langsung dalam Sistem Keuangan Komisi 

Pemilihan Umum”. Dalam penelitian ini membahas mengenai penyelenggaraan 

pemilihan kepala daerah dengan dana hibah oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) 

daerah, sistem keuangan dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara.11 Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan penulis 

karena hasil penelitian ini untuk mengetahui sistem pelaporan dana hibah dalam 

APBN pada Penyelenggaraan Pilkada oleh KPU, dan untuk mengetahui sebab-

sebab KPU melakukan revisi DIPA dana hibah dalam penyelenggaraan Pilkada 

sebagai komponen daerah. 

																																																													
10 Hilaria Dwi Desuari, “Manajemen Komunikasi Komisi Pemilihan Umum Kota Jogja 

(Studi Kasus Manajemen Komunikasi oleh Komisi Pemilihan Umum Jogja dalam Upaya Menekan 
Angka Golput Tahun 2014)”, tesis S2 Ilmu Komunikasi Universitas Gajah Mada Yogyakarta (2016). 

 
11  Ismatno Eko Ariyanto,	 “Pelaporan Dana Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah 

Langsung dalam Sistem Keuangan Komisi Pemilihan Umum”, tesis S2 Hukum Universitas Gajah 
Mada Yogyakarta (2014). 
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Kelima, tesis karya Rahmat Purwono mahasiswa Ilmu Komunikasi 

Universitas Gajah Mada Yogyakarta tahun 2015, dengan judul “Hubungan Media 

(Media Relations) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sleman Selama 

Tahapan Pemilu 2014”. Dalam penelitian ini membahas bagaimana sesungguhnya 

pelaksanaan hubungan media di KPU Kabupaten Sleman selama Pemilu 2014. 

Selain itu juga dibahas pula apa saja faktor yang mempengaruhinya serta bagaimana 

dampak usaha tersebut terhadap pemberitaan di media massa cetak lokal. 12 

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan penulis karna 

penelitian ini menjelaskan mengenai pelaksaan media di KPU Kabupaten Sleman 

pada Pemilu 2014. 

Keenam, skripsi Zaenal Arifin mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum 

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2004, dengan judul “Komisi Pemilihan 

Umum Tahun 1999 di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam”. Pembahasan 

skripsi ini mengenai pengungkapan sejarah serta posisi KPU di Indonesia pada 

tahun 1999 baik dalam konteks sosial maupun dalam konteks hukum Islam.13 

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis karena 

penelitian karya Zaenal Arifin ini menekankan pada pelaksanaan Pemilu tahun 

1999. 

																																																													
12  Rahmat Purwono, “Hubungan Media (Media Relations) Komisi Pemilihan Umum 

(KPU) Kabupaten Sleman Selama Tahapan Pemilu 2014”, tesis S2 Ilmu Komunikasi Universitas 
Gajah Mada Yogyakarta (2015). 

 
13 Zaenal Arifin, “Komisi Pemilihan Umum Tahun 1999 di Indonesia dalam Perspektif 

Hukum Islam”, skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan kalijaga Yogyakarta (2004). 
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Ketujuh, skripsi karya Umi Rachmawati mahasiswi Fakultas Hukum 

Universitas Negeri Semarang tahun 2016, dengan judul “Peran Komisi Pemilihan 

Umum (KPU) dalam Memberikan Fasilitas Penyandang Disabilitas dalam 

Pemilihan Kepala Daerah Kota Semarang Tahun 2015”. Pembahasan skripsi ini 

menjelaskan kontribusi Komisi Pemilihan Umum (KPU) terhadap penyandang 

Disabilitas dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kota Semarang tahun 

2015. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan penulis karena 

hasil penelitian ini lebih melihat peran KPU dalam memberikan kemudahan akses 

dan fasilitas penyandang Disabilitas dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah 

Kota Semarang tahun 2015.14 

Kedelapan, skripsi karya Andryan Wahyu Pramono mahasiswa Fakultas 

Hukum Universitas Negeri Semarang tahun 2016, dengan judul “Strategi Komisi 

Pemilihan Umum (KPU) dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Pada 

Pemilihan Umum 2014 Studi Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang”. 

Dalam penelitian ini menjelaskan strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) 

Kabupaten Semarang dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula yaitu dengan 

sosialisasi tatap muka pada SMA/SMK se-Kabupaten Semarang, menerapkan 

sistem Pemilu pada Pemilihan Ketua Osis, Focus Grup Discussion (FGD), memberi 

materi Pendidikan Politik pada guru-guru Pendidikan Kewarganegaraan 

SMA/SMK diseluruh Kabupaten Semarang. Selain itu peneliti membahas juga 

adanya hambatan yang terjadi setiap akan diadakan sosialisasi yaitu ditolaknya 

																																																													
14 Umi Rachmawati, “Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Memberikan Fasilitas 

Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Semarang Tahun 2015”, skripsi 
Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (2016). 
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surat ijin dari KPU yang dikirimkan kepada sekolahan, sulitnya akses menuju lokasi 

sosialisasi pada karang taruna, dan terlambatnya anggaran yang digunakan untuk 

menyelenggarakan sosialisasi.15 Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan 

dilakukan penulis karena hasil penelitian ini menekankan strategi Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten Semarang dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada 

Pemilihan Umum 2014. 

Kesembilan, skripsi karya Edi Susanto mahasiswa Fakultas Syari’ah dan 

Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2004, dengan judul “Komisi 

Pemilihan Umum Perspektif Hukum Islam”. Dalam pembahasan skripsi ini 

menjelaskan mengenai eksistensi dan peran KPU sebagai penyelenggara pemilihan 

umum dari sudut pandang hukum Islam.16 Penelitian karya Edi Susanto ini tidak 

spesifik membahas mengenai persoalan Komisi Pemilihan Umum (KPU), akan 

tetapi cukup menjadi rujukan dalam penyusunan skripsi ini. 

Kesepuluh, tesis karya Muhammad Saefudin mahasiswa S2 Magister 

Hukum Kenegaraan Universitas Gajah Mada Yogyakarta tahun 2006, dengan judul 

“Pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam Pelaksanaan 

Pemilihan Kepala Daerah Langsung Kota Magelang Tahun 2005”. Dalam 

Penelitian ini mengkaji bagaimana implementasi pertanggungjawaban Komisi 

Pemilihan Umum Daerah dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Langsung, 

																																																													
15  Andryan Wahyu Pramono, “Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam 

Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pemilihan Umum 2014 Studi Di Komisi Pemilihan 
Umum Kabupaten Semarang”, skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (2016). 

 
16  Edi Susanto, “Komisi Pemilihan Umum Perspektif Hukum Islam”, skripsi Fakultas 

Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2004). 
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hambatan serta konsekuensi yuridis dari pertanggungjawaban KPUD itu sendiri.17 

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan penulis karena hasil 

penelitian ini lebih mengkaji UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemilihan Kepala 

Daerah Langsung. 

E. Kerangka Teoritik 

Suatu teori dalam penelitian sangat berguna untuk menjelaskan, 

menginterpretasi dan memahami suatu gejala atau fenomena yang dijumpai dari 

hasil penelitian. 18  Landasan teori perlu ditegakkan agar penelitian mempunyai 

dasar yang kokoh dan memperkuat peneliti untuk menggali data penelitian secara 

lengkap. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Maslahah Mursalah. 

Teori Maslahah Mursalah, yang mana secara bahasa mashlahah berarti 

manfaat, faidah, bagus, baik, kebaikan, guna atau kegunaan. Mashlahah juga berarti 

sesuatu yang baik. Al-Gazali dalam karyanya al-Mustasyfa’ memberikan definisi 

konsep mashlahah. Menurutnya yang dimaksud dengan mashlahah adalah 

memelihara tujuan Syara’ atau hukum Islam dan tujuan yang hendak dicapai oleh 

Pencipta Syara’ (Allah SWT) yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan 

harta.19 

Suatu kebijakan yang memiliki manfaat dan kegunaan bagi masyarakat 

dalam proses pembuatannya, harus mempertimbangkan terlebih dahulu apa yang 

																																																													
17 Muhammad Saefudin, “Pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam 

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Langsung Kota Magelang Tahun 2005”, tesis S2 Magister 
Hukum Kenegaraan Universitas Gajah Mada Yogyakarta (2006). 

 
18 Abudin Nata, Metodologi Studi Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 

184-185. 
 
19 Al-Gazali, al-Mustasfa....hlm. 286-287.	
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diperlukan oleh masyarakat untuk mewujudkan kemaslahatan bersama. Dengan 

demikian, setiap upaya atau tindakan yang dilakukan untuk memelihara agama, 

jiwa, akal, keturunan dan harta dinamakan mashlahah, sedangkan setiap upaya 

yang berusaha menghilangkan kelima prinsip tersebut dinamakan mafsadah. 

Menurut Prof. DR. Abdul Wahhab Khalaf Maslahah Mursalah adalah 

kemaslahatan tidak mensyariatkan hukum untuk mewujudkan Maslahah, juga tidak 

terdapat dalil yang menunjukan atas pengakuannya atau pembatalannya. 20 

Selanjutnya dijelaskan bahwa menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali 

tidak disebutkan dalam Al-Qur’an maupun al-Sunnah, dengan pertimbangan untuk 

kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang bersendikan pada asas menarik 

manfaat dan menghindari kerusakan. 

Dikutip dari Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum karya Amin Faqih, 

Ibn Qayyim mengatakan dalam kitabnya “I’lam al-muwaqqi’in” bawasannya, 

syari’at itu disusun dan didasarkan atas kebijaksanaan dan kepentingan umat, baik 

di dunia maupun di akhirat. Lebih lanjut mengemukakan dalam kitabnya 

bawasannya syariat itu adalah keadilan dan seluruhnya merupakan rahmat, dan 

kemaslahatan bagi umat secara keseluruhan, dan mempunyai kebijaksanaan 

semuanya. Oleh karena itu, setiap Maslahah yang keluar dari garis keadilan kepada 

keaniayaan, dari rahmat kepada lawannya, dan dari kemaslahatan kepada 

kerusakan, dan dari kebijaksanaan kepada kesia-siaan, semuanya tidaklah termasuk 

																																																													
20 Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, alih bahasa Muhammad Zuhri dan Ahmad 

Qarib, cet. Ke-1, (Semarang: Dina Utama Semarang, 1994), hlm. 116. 
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dalam syari’at walaupun dimasukan ke dalamnya segala macam dalil.21 Dapatlah 

dikatakan bahwa penggunaan kepentingan umum atau kemaslahatan ini adalah 

salah satu sumber yurisprudensi hukum Islam dan merupakan alternative dalam 

menghadapi perkembangan hukum.    

 

 

F. Metode Penelitian 

Untuk melakukan penelitian ini, penulis memerlukan metodologi penelitian 

yang jelas dan memaparkannya sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian 

pustaka (library research). 22  Penelitian akan dilakukan terhadap literatur-

literatur yang relevan dengan melihat landasan filosofis, sosiologis dan yuridis 

Pasal 9 Huruf a UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Umum Kepala 

Daerah. 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis, yaitu penelitian dengan cara 

memaparkan dan menjelaskan data yang berkaitan dengan Pasal 9 Huruf a UU 

																																																													
21 Amin Farih, Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum, cet. Ke-1, (Semarang: 

Walisongo Press, 2008), hlm. 33. 
22 Library Research adalah suatu cara memperoleh data dengan mempelajari buku-buku di 

perpustakaan yang merupakan hasil dari para peneliti terdahulu. 
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Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah, kemudian 

data-data tersebut disusun, dipelajari dan dianalisis secara metodologis.23 

3. Teknik Pengumpulan Data 

 Berdasarkan obyek penelitian, maka teknik penelitian data yang 

digunakan adalah: 

a. Wawancara 

 Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan 

penulis untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-

cakap dan berhadapan muka dengan pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) 

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mengenai Pasal 9 Huruf a UU Nomor 

10 Tahun 2016. 

b. Dokumentasi 

 Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan menyelidiki 

data-data tertulis, seperti buku, majalah, dokumentasi, peraturan-peraturan 

tertulis, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya. 24  Namun yang 

dimaksud di sini adalah usaha pengumpulan data yang di dapat dengan cara 

mengumpulkan dokumen-dokumen yang bersangkutan dengan Pasal 9 

Huruf a UU Nomor 10 Tahun 2016. 

c. Kepustakaan 

Kepustakaan adalah menelaah buku-buku yang relevan dengan 

permasalahan yang diteliti. 

																																																													
23 Sugiono, Memahami penelitian Kualitatif, (Bandung: CV. AlFABETA, 2008), hlm. 105. 
 
24 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 

1994), hlm. 34. 
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4. Analisis Data 

 Satelah data atau literature yang terkait dengan penelitian dikumpulkan, 

maka akan diolah dan diseleksi kemudian diklasifikasikan secara sistematis dan 

logis barulah kemudian dianalisis secara komprehensif dengan menggunakan 

teori maslahah mursalah. Sehingga dapat dilihat bagaimana teori maslahah 

mursalah tersebut menjelaskan tentang Pasal 9 Huruf a UU Nomor 10 Tahun 

2016. Dengan demikian diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran 

yang spesifik dalam melihat permaslahan obyek yang diteliti. 

G. Sistem Pembahasan 

 Untuk menjadikan pembahasan dalam penulisan ini lebih terarah, maka 

perlu digunakan sistematika yang dibagi menjadi lima bab, masing-masing terdiri 

dari beberapa sub bab, yaitu: 

 Bab pertama, Pendahuluan yang memuat gambaran umum sekitar penelitian 

yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan 

penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika 

masalah. Bab gambaran pendahuluan ini berguna untuk mengantarkan keseluruhan 

bagian dalam skripsi ini. 

 Bab kedua, menerangkan tentang konsep teori Maslahah Mursalah yang 

akan digunakan dalam penelitian ini. 

 Bab ketiga, menerangkan gambaran umum tentang Komisi Pemilihan 

Umum (KPU). Dalam bab ini dibahas mengenai pengertian, visi dan misi, tugas 

dan wewenang serta sejarah singkat dari KPU. 



16 
 

 

 Bab keempat, adalah pembahasan tentang analisis tugas dan wewenang  

Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Pasal 9 Huruf a UU Nomor 10 Tahun 2016 

dalam perspektif Maslahah mursalah. 

 Bab kelima, merupakan penutup dari penelitian ini. Penulis akan membuat 

suatu kesimpulan yang mengambil dari analisis sebelumnya dan menjadi jawaban 

atas pokok permasalahan yang telah dirumuskan, selain itu penulis juga memuat 

saran-saran. 
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BAB V 

  PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan data diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

Maslahah mursalah adalah kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar 

dalil, tetapi juga tidak ada pembatalnya. Jika terdapat suatu kejadian yang 

tidak ada ketentuan syari’at dan tidak ada illat yang keluar dari syara’ yang 

menentukan kejelasan hukum kejadian tersebut, kemudian ditemukan sesuatu 

yang sesuai dengan hukum syara’, yakni suatu ketentuan yang berdasarkan 

pemeliharaan kemadharatan atau untuk menyatukan suatu manfaat, maka 

kejadian tersebut dimanakan Maslahah mursalah. 

Jadi maslahah mursalah  memandang isi Pasal 9 Huruf a UU Nomor 10 

Tahun 2016 yang menyatakan bahwa "menyusun dan menetapkan Peraturan 

KPU dan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilihan setelah 

berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat, dan Pemerintah dalam 

forum rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat", 

bertentangan dengan nilai-nilai Islam karena Pasal tersebut telah 

menghilangkan kemandirian Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai 

lembaga penyelenggara pemilu sehingga membuat lembaga KPU merasa 

terbatasi untuk melayani dan memenuhi kepentingan semua pihak (partai 

politik, pemerintah, dan masyarakat) dan akan menguntungkan sebagian 

kelompok saja. Pasal 9 Huruf a juga tidak sejalan dengan pasal  22 E UUD 
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1945, UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu dan Prinsip 

Standar Internasional Peraturan Perundang-undangan. 
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B. Saran 

Hasil Penelitian terhadap tugas dan wewenang KPU pada Pasal 9 Huruf 

a UU Nomor 10 Tahun 2016, penulis menyarankan: 

1. Saran kepada KPU untuk mengajukan uji materi (judical review) atas UU 

Pilkada Nomor 10 Tahun 2016. masalah uji materi terhadap UU 

merupakan hak hukum setiap pihak warga negara Indonesia (WNI), 

termasuk KPU, jika merasa tidak puas atas hasil revisi yang dilakukan 

DPR bersama dengan pemerintah, karena menganggap KPU telah dikebiri 

posisi kemandiriannya. 

2. Bagi pemerintah untuk mengkaji dan mencermati kembali isi UU Pilkada 

yang baru, UU Nomor 10 Tahun 2016. Karena ada sejumlah pasal-pasal 

dalam revisi UU Pilkada tersebut yang disinyalir memungkinkan adanya 

intervensi dari lembaga legislasi (DPR) dan lembaga eksekutif 

(Pemerintah) terhadap lembaga Komisi Pemilihan Umum (KPU). 
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LAMPIRAN – LAMPIRAN 

 

 

Lampiran I 

 

No Hlm. Fn. Terjemahan 

BAB II 

1. 20 11 

Dan Kami tidak mengutus kamu (Muhammad), melainkan 

untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam. 

2. 21 12 

Wahai manusia! Sesungguhnya, telah datang kepadamu 

pelajaran (Al-Qur’an) dari Tuhanmu, penyembuh bagi 

penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk 

serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   

II 
   

Lampiran II 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

 

1) Bagaimana pendapat ibu mengenai isi pasal Pasal 9 Huruf a UU Nomor  

10 Tahun 2016? 

2) Kenapa KPU sebagai lembaga independen harus berkonsultasi terlebih 

dahulu dengan DPR/pemerintah? 

3) Setujukah KPU harus berkonsultasi dengan DPR/pemerintah? 

4) Dalam hal apa saja yang harus dikonsultasikan? 

5) Apa makna dari “konsultasi” tersebut? 

6) Apa wujud dari konsultasi tersebut (wajib/sunnah/mubah)? 

7) Apa maksud dari kata “mengikat” tersebut? 

8) Apakah ada rencana KPU sendiri untuk mengajukan Judicial Review 

kepada MK? 

9) Apakah proses pengajuan uji materi ini tidak akan mengganggu proses-

proses jadwal dalam tahapan pilkada serentak 2017? 

 

 

 

 

 



 
   

III 
   

Lampiran III 

TRANSKRIP WAWANCARA 

 

Judul skripsi: 

TUGAS DAN WEWENANG KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM PASAL 

9 HURUF A UU NOMOR 10 TAHUN 2016 

Narasumber: 

Siti Ghoniyatun, Ketua Divisi Hukum, Pengawasan dan Hubungan Antar 

Lembaga Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 

 

1. Bagaimana pendapat ibu mengenai isi Pasal 9 Huruf a UU Nomor  10 

Tahun 2016? 

Jawab: Sesungguhnya, konsultasi itu sudah dilakukan lama mulai dari 2011, 

sejak adanya UU penyelenggara pemilu. Di UU tersebut setiap peraturan KPU 

memang kita diminta untuk berkonsultasi ke DPR/pemerintah, tetapi bahasa 

yang dipermasalahkan bukan pada konsultasinya, tetapi hasil RDP yang 

keputusannya bersifat mengikat. Itu yang kita problem kan. 

 

2. Kenapa KPU sebagai lembaga independen harus berkonsultasi terlebih 

dahulu dengan DPR/pemerintah? 

Jawab: Kita dari dulu memang berkonsultasi karena UU Nomor 15 tahun 2011 

tentang penyelenggara pemilu mengamanahkan ketika KPU membuat 

peraturan harus berkonsultasi dengan DPR/Pemerintah. 

 

3. Setujukah KPU harus berkonsultasi dengan DPR/pemerintah? 

Jawab: Kita dari dulu memang berkonsultasi karena UU Nomor 15 tahun 2011 

tentang penyelenggara pemilu mengamanahkan ketika KPU membuat 

peraturan harus berkonsultasi dengan DPR/Pemerintah. 

 

4. Dalam hal apa saja yang harus dikonsultasikan? 

Jawab: Kita diminta berkonsultasi dengan DPR/Pemerintah, setiap KPU 

membuat peraturan. 

 

 



 
   

IV 
   

5. Apa makna dari “konsultasi” tersebut? 

Jawab: Sebetulnya sudah lama konsultasi itu tidak problem, itu ada di dalam 

setiap peraturan UU penyelenggara pemilu. Kenapa sih adanya konsultasi?. 

Karena KPU itu pelaksana peraturan perundang-undangan. Misalnya tentang 

pencalonan, ada ketentuan pencalonan yang diatur oleh UU, ketentuan lebih 

lanjut diatur dengan peraturan KPU. Di dalam pasal 58 mengatakan 

“ketentuan lebih lanjut tentang pemuktahiran tatacara pemuktahiran tentang 

pendaftaran pemilih, diatur lebih lajut dengan peraturan KPU” kenapa KPU 

harus berkonsultasi?. Untuk memperjelas makna dari pasal ini maksudnya 

apa. Karena KPU akan membuat peraturan turunan harus sesuai dengan 

makna pasal tersebut, maka di breakdown ke dalam peraturan KPU. Itu 

namanya KPU memiliki hak atributif yang diberikan UU kepada KPU untuk 

menjabarkan maksud pasal tersebut seperti apa. 

 

6. Apa wujud dari konsultasi tersebut (wajib/sunnah/mubah)? 

Jawab: Jadi memang konsultasi itu wajib dilakukan tetapi hasilnya tidak 

mengikat. Maksud konsultasi itu untuk mengetahui maksud dari pasal 

pengaturan UU ini apa? Kan yang membuat UU DPR, yang mengerti maksud 

UU itu ya DPR. Itu guna nya berkonsultasi untuk memperjelas. 

 

7. Apa maksud dari kata “mengikat” tersebut? 

Jawab: Mengikat itu harus dipatuhi. KPU tidak bisa membuat keputusan lain 

selain hasil konsultasi dengan DPR/Pemerintah itu. Jadi itu yang bertentangan. 

 

8. Apakah ada rencana KPU sendiri untuk mengajukan Judicial Review 

kepada MK? 

Jawab: KPU sudah mengajukan Judicial Review. coba lihat di perkara MK 

No. 92/PUU-XIV2016. 

 

9. Apakah proses pengajuan uji materi ini tidak akan mengganggu proses-

proses jadwal dalam tahapan pilkada serentak 2017? 

Jawab: Tidak menjadi masalah, tidak mengganggu proes pilkada. KPU 

memiliki menajemen waktu yang terencana, jadi tidak menjadi problem 

menjalankan dua hal tersebut secara bersamaan. 
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Lampiran IV 

DOKUMENTASI WAWANCARA 

 

Bersama Ibu Siti Ghoniyatun, SH. 

Ketua Divisi Hukum, Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 
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Bersama Bapak Ahmad Anfasul Marom, MA. 

Divisi Umum, Keuangan dan Logistik  

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 

 

 

Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) 

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 

 





 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  

NOMOR 10 TAHUN 2016 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 
TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI           

UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN 
GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG 

 

 

 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 
 

Menimbang: a.  bahwa dalam rangka mewujudkan pemilihan gubernur 
dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta 

walikota dan wakil walikota yang demokratis, perlu 
dilakukan penyempurnaan terhadap penyelenggaraan 
pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan 

wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota; 

 b.  bahwa dalam rangka penyempurnaan penyelenggaraan 
pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan 

wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota, beberapa 
ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan 
Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang  
Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 
1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan 

Walikota menjadi Undang-Undang perlu diubah; 

 c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Undang-

Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1       
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan 
Walikota menjadi Undang-Undang; 

 
 

Mengingat . . . 
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Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18 ayat (4), dan Pasal 20, Pasal 21, 
Pasal 22D ayat (2), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D               
ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 
1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan 
Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 
1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan 
Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678); 

 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

dan 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 

UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG 
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI 

UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG 
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI 
UNDANG-UNDANG.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Pasal I . . . 
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Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Undang-Undang           

Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan 
Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5678) diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 7 

(1) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan 
yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan 
sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, 

Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon 
Walikota dan Calon Wakil Walikota. 

(2) Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon 
Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota 
dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai 
berikut: 

a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 

b.  setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar  
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita 

Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

c.  berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan 

tingkat atas atau sederajat; 

d.  dihapus; 

 
 
 
 
 

e. berusia . . . 
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e.  berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun 
untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil 

Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk 
Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon 
Walikota dan Calon Wakil Walikota; 

f.  mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari 
penyalahgunaan narkotika berdasarkan hasil 

pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim; 

g.  tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan 
putusan pengadilan yang telah memperoleh 

kekuatan hukum tetap atau bagi mantan 
terpidana telah secara terbuka dan jujur 
mengemukakan kepada publik bahwa yang 

bersangkutan mantan terpidana; 

h.  tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan 

putusan pengadilan yang telah mempunyai 
kekuatan hukum tetap; 

i.  tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang 

dibuktikan dengan surat keterangan catatan 
kepolisian; 

j.  menyerahkan daftar kekayaan pribadi; 

k.  tidak sedang memiliki tanggungan utang secara 
perseorangan dan/atau secara badan hukum 

yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan 
keuangan negara; 

l.  tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan 

putusan pengadilan yang telah mempunyai 
kekuatan hukum tetap; 

m.  memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki 
laporan pajak pribadi; 

n.  belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil 

Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan 
Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan 
dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, 

Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon 
Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil 

Walikota; 

o.  belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk 
calon Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota 

untuk Calon Wakil Bupati/Calon Wakil Walikota 
pada daerah yang sama; 

 
 p. berhenti . . . 
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p.  berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil 
Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan 

Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah 
lain sejak ditetapkan sebagai calon;  

q.  tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, 

penjabat Bupati, dan penjabat Walikota; 

r.  dihapus; 

s.  menyatakan secara tertulis pengunduran diri 
sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, 
anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak 
ditetapkan sebagai pasangan calon peserta 
Pemilihan; 

t.  menyatakan secara tertulis pengunduran diri 
sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, 

Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan 
Pegawai Negeri Sipil serta Kepala Desa atau 
sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan 

calon peserta Pemilihan; dan 

u.  berhenti dari jabatan pada badan usaha milik 
negara atau badan usaha milik daerah sejak 

ditetapkan sebagai calon.  

2. Ketentuan huruf a dan huruf b Pasal 9 diubah, sehingga 
Pasal 9 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 9  

Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan 
Pemilihan meliputi:  

a.  menyusun dan menetapkan Peraturan KPU dan 
pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilihan 

setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan 
Rakyat, dan Pemerintah dalam forum rapat dengar 
pendapat yang keputusannya bersifat mengikat;  

b.  mengoordinasi dan memantau tahapan Pemilihan;  

c.  melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemilihan;  

d.  menerima laporan hasil Pemilihan dari KPU Provinsi 
dan KPU Kabupaten/Kota;  

e.  memfasilitasi pelaksanaan tugas KPU Provinsi dan 

KPU Kabupaten/Kota dalam melanjutkan tahapan 
pelaksanaan Pemilihan jika Provinsi, Kabupaten, dan 
Kota tidak dapat melanjutkan tahapan Pemilihan 

secara berjenjang; dan  

f. melaksanakan . . . 
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f.  melaksanakan tugas dan wewenang lain yang 
diberikan oleh peraturan perundang-undangan. 

3. Di antara huruf b dan huruf c Pasal 10 disisipkan           
1 (satu) huruf, yakni huruf b1 sehingga Pasal 10 
berbunyi sebagai berikut:   

Pasal 10 

KPU dalam penyelenggaraan Pemilihan wajib: 

a.  memperlakukan Calon Gubernur dan Calon Wakil 
Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, 
serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota 

secara adil dan setara; 

b.  menyampaikan semua informasi penyelenggaraan 
Pemilihan kepada masyarakat; 

b1.  melaksanakan dengan segera rekomendasi dan/atau 
putusan Bawaslu mengenai sanksi administrasi 

Pemilihan; 

c.  melaksanakan Keputusan DKPP; dan 

d.  melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

4. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 16 disisipkan 1 (satu) 
ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 16 

(1) Anggota PPK sebanyak 5 (lima) orang yang memenuhi 
syarat berdasarkan Undang-Undang.  

(1a)  seleksi penerimaan anggota PPK dilaksanakan secara 

terbuka dengan memperhatikan kompetensi, 
kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota 

PPK. 

(2) Anggota PPK diangkat dan diberhentikan oleh KPU 
Kabupaten/Kota.  

(3) Komposisi keanggotaan PPK memperhatikan 
keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga 
puluh persen).  

 
 
 
 

(4) Dalam . . . 
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(4) Dalam menjalankan tugasnya, PPK dibantu oleh 

sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris dari 
Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.  

(5) PPK melalui KPU Kabupaten/Kota mengusulkan          
3 (tiga) nama calon sekretaris PPK kepada 
Bupati/Walikota untuk selanjutnya dipilih dan 

ditetapkan 1 (satu) nama sebagai Sekretaris PPK 
dengan Keputusan Bupati/Walikota.  

5. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 19 

(1) Anggota PPS berjumlah 3 (tiga) orang. 

(2) Seleksi penerimaan anggota PPS dilaksanakan 
secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, 

kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota 
PPS. 

(3) Anggota PPS diangkat dan diberhentikan oleh KPU 
Kabupaten/Kota.  

6. Ketentuan Pasal 20 tetap, dengan perubahan penjelasan 

Pasal 20 huruf c, sehingga penjelasan Pasal 20 huruf c 
menjadi sebagaimana ditetapkan dalam penjelasan pasal 
demi pasal Undang-Undang ini.  

7. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 21 disisipkan 1 (satu) 
ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 21 

(1) Anggota KPPS berjumlah 7 (tujuh) orang yang berasal 

dari anggota masyarakat di sekitar TPS yang 
memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan.  

(1a) Seleksi penerimaan anggota KPPS dilaksanakan 
secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, 

kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota 
KPPS. 

 
 
 

(2) Anggota . . . 
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(2) Anggota KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS 
atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota.  

(3) Pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPS 
wajib dilaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota.  

(4) Susunan keanggotaan KPPS terdiri atas seorang 

ketua merangkap anggota dan anggota.  

8. Ketentuan Pasal 22B diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 22B 

Tugas dan wewenang Bawaslu dalam pengawasan 

penyelenggaraan Pemilihan meliputi:  

a.  menyusun dan menetapkan Peraturan Bawaslu dan 
pedoman teknis pengawasan untuk setiap tahapan 

Pemilihan serta pedoman tata cara pemeriksaan, 
pemberian rekomendasi, dan putusan atas 

keberatan setelah berkonsultasi dengan Dewan 
Perwakilan Rakyat dan Pemerintah dalam forum 
rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat 

mengikat; 

b.  menerima, memeriksa, dan memutus keberatan atas 
putusan Bawaslu Provinsi terkait pemilihan Calon 

Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati 
dan Calon Wakil Bupati, atau Calon Walikota dan 
Calon Wakil Walikota terkait dengan Pemilihan yang 

diajukan oleh pasangan calon dan/atau Partai 
Politik/gabungan Partai Politik terkait penjatuhan 
sanksi diskualifikasi dan/atau tidak diizinkannya 

Partai Politik/gabungan Partai Politik untuk 
mengusung pasangan calon dalam Pemilihan 

berikutnya.    

c.  mengoordinasikan dan memantau tahapan 
pengawasan penyelenggaraan Pemilihan; 

d.  melakukan evaluasi pengawasan penyelenggaraan 
Pemilihan;  

e.  menerima laporan hasil pengawasan 
penyelenggaraan Pemilihan dari Bawaslu Provinsi 
dan Panwas Kabupaten/Kota; 

 
 
 
 
 

f. memfasilitasi . . . 
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f.  memfasilitasi pelaksanaan tugas Bawaslu Provinsi  
dan Panwas Kabupaten/Kota dalam melanjutkan 
tahapan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan 

Pemilihan jika Provinsi, Kabupaten, dan Kota tidak 
dapat melanjutkan tahapan pelaksanaan 
pengawasan penyelenggaraan Pemilihan secara 

berjenjang;  

g.  melaksanakan tugas dan wewenang lain yang 
diberikan oleh peraturan perundang-undangan; 

h.  melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap 

Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota; 

i.  menerima dan menindaklanjuti laporan atas 
tindakan pelanggaran Pemilihan; dan 

j.  menindaklanjuti rekomendasi dan/atau putusan 

Bawaslu Provinsi maupun Panwas Kabupaten/Kota 
kepada KPU terkait terganggunya tahapan 
Pemilihan. 

9. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 30  

Tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota adalah:  

a.  mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan 

yang meliputi: 

  

1. pelaksanaan pengawasan rekrutmen PPK, PPS, 

dan KPPS; 

2. pemutakhiran data pemilih berdasarkan data 

kependudukan dan penetapan Daftar Pemilih 
Sementara dan Daftar Pemilih Tetap; 

3. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan 

dan tata cara pencalonan;  

4. proses dan penetapan calon;  

5. pelaksanaan Kampanye;  

6. perlengkapan Pemilihan dan pendistribusiannya;  

7. pelaksanaan pemungutan suara dan 

penghitungan suara hasil Pemilihan;  

8. pelaksanaan pengawasan pendaftaran pemilih; 

 
 
 
 

9. mengendalikan . . . 
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9. mengendalikan pengawasan seluruh proses 
penghitungan suara; 

10. penyampaian surat suara dari tingkat TPS 
sampai ke PPK; 

11. proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh 

KPU Provinsi, Kabupaten, dan Kota dari seluruh 
Kecamatan;  

12. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan 
suara ulang, Pemilihan lanjutan, dan Pemilihan 
susulan; dan 

13. proses pelaksanaan penetapan hasil Pemilihan 
Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan 
Wakil Walikota.  

b.  menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap 
pelaksanaan peraturan perundang-undangan 

mengenai Pemilihan;  

c.  menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran 
Pemilihan dan sengketa Pemilihan yang tidak 

mengandung unsur tindak pidana;  

d.  menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU 
Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk 

ditindaklanjuti;  

e.  meneruskan temuan dan laporan yang bukan 

menjadi kewenangannya kepada instansi yang 
berwenang;  

f.  menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai 

dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu 
yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan 

yang mengakibatkan terganggunya tahapan 
penyelenggaraan Pemilihan oleh penyelenggara di 
Provinsi, Kabupaten, dan Kota;  

g.  mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi 
Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota 
KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, sekretaris 

dan pegawai sekretariat KPU Provinsi dan KPU 
Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan 

yang mengakibatkan terganggunya tahapan 
penyelenggaraan Pemilihan yang sedang 
berlangsung;  

 
 
 
 

h. mengawasi . . . 
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h.  mengawasi pelaksanaan sosialisasi 
penyelenggaraan Pemilihan; dan  

i.  melaksanakan tugas dan wewenang lain yang 
diberikan oleh peraturan perundang-undangan.  

10. Ketentuan Pasal 33 huruf b diubah sehingga Pasal 33 

berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 33 

Tugas dan wewenang Panwas Kecamatan dalam 
Pemilihan meliputi:  

a.  mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan di 

wilayah Kecamatan yang meliputi:  

1. pemutakhiran data Pemilih berdasarkan data 
kependudukan dan penetapan Daftar Pemilih 
Sementara dan Daftar Pemilih Tetap;  

2. pelaksanaan Kampanye;  

3.  perlengkapan Pemilihan dan 
pendistribusiannya;  

4.  pelaksanaan pemungutan dan penghitungan 
suara hasil Pemilihan;  

5.  penyampaian surat suara dari TPS sampai ke 

PPK;  

6.  proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh 
PPK dari seluruh TPS; dan 

7.  pelaksanaan penghitungan dan pemungutan 

suara ulang, Pemilihan lanjutan, dan Pemilihan 
susulan.  

b.  mengawasi penyerahan kotak suara tersegel dari 

PPK kepada KPU Kabupaten/Kota;  

c.  menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap 
tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang dilakukan 
oleh penyelenggara Pemilihan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a;  

d.  menyampaikan temuan dan laporan kepada PPK 
untuk ditindaklanjuti;  

e.  meneruskan temuan dan laporan yang bukan 

menjadi kewenangannya kepada instansi yang 
berwenang;  

f.  mengawasi pelaksanaan sosialisasi 
penyelenggaraan Pemilihan;  

 
 g. memberikan . . . 
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g.  memberikan rekomendasi kepada yang berwenang 
atas temuan dan laporan mengenai tindakan yang 
mengandung unsur tindak pidana Pemilihan; dan  

h.  melaksanakan tugas dan wewenang lain yang 

diberikan oleh peraturan perundang-undangan.  

11. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 40 

(1) Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat 

mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi 
persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua 
puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) 
dari akumulasi perolehan suara sah dalam 

pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah di daerah yang bersangkutan. 

(2) Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai 

Politik dalam mengusulkan pasangan calon 
menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 
20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), jika hasil bagi jumlah kursi Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah menghasilkan angka 
pecahan maka perolehan dari jumlah kursi dihitung 
dengan pembulatan ke atas. 

(3) Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai 
Politik mengusulkan pasangan calon menggunakan 

ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua 
puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara 
sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

ketentuan itu hanya berlaku untuk Partai Politik 
yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah. 

(4) Partai Politik atau gabungan Partai Politik 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat 

mengusulkan 1 (satu) pasangan calon. 

(5) Perhitungan persentase dari jumlah kursi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), 

dikecualikan bagi kursi anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Papua dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua 
Barat yang diangkat. 

12. Di antara . . . 
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12. Di antara Pasal 40 dan Pasal 41 disisipkan 1 (satu) pasal, 
yakni Pasal 40A sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 40A 

(1) Partai Politik yang dapat mendaftarkan pasangan 
calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 

merupakan Partai Politik yang sah sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Dalam hal terjadi perselisihan kepengurusan Partai 
Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
kepengurusan Partai Politik tingkat Pusat yang 

dapat mendaftarkan pasangan calon merupakan 
kepengurusan Partai Politik tingkat Pusat yang 
sudah memperoleh putusan Mahkamah Partai atau 

sebutan lain dan didaftarkan serta ditetapkan 
dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak 
asasi manusia. 

(3) Jika masih terdapat perselisihan atas putusan 

Mahkamah Partai atau sebutan lain sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), kepengurusan Partai Politik 
tingkat Pusat yang dapat mendaftarkan pasangan 

calon merupakan kepengurusan yang sudah 
memperoleh putusan pengadilan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap dan didaftarkan 
serta ditetapkan dengan keputusan menteri yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

hukum dan hak asasi manusia. 

(4) Putusan Mahkamah Partai atau sebutan lain atau 

putusan pengadilan yang telah memperoleh 
kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dan/atau ayat (3) wajib didaftarkan ke 

kementerian yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi 
manusia paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja 

terhitung sejak terbentuknya kepengurusan yang 
baru dan wajib ditetapkan dengan keputusan 

menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi 
manusia paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung 

sejak diterimanya persyaratan. 

 
 
 (5) Dalam . . . 
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(5) Dalam hal pendaftaran dan penetapan 
kepengurusan Partai Politik sebagaimana dimaksud 

pada ayat (4) belum selesai, sementara batas waktu 
pendaftaran pasangan calon di KPU Provinsi atau 
KPU Kabupaten/Kota akan berakhir, kepengurusan 

Partai Politik yang berhak mendaftarkan pasangan 
calon adalah kepengurusan Partai Politik yang 

tercantum dalam keputusan terakhir menteri yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
hukum dan hak asasi manusia. 

13. Ketentuan Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga 
Pasal 41 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 41 

(1) Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai 
Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur jika 

memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang 
mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar 
pemilih tetap pada pemilihan umum atau Pemilihan 

sebelumnya yang paling akhir di daerah 
bersangkutan, dengan ketentuan: 

a.  provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat 

pada daftar pemilih tetap sampai dengan 
2.000.000 (dua juta) jiwa harus didukung paling 

sedikit 10% (sepuluh persen); 

b.  provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat 
pada daftar pemilih tetap lebih dari 2.000.000 

(dua juta) jiwa sampai dengan 6.000.000 (enam 
juta) jiwa harus didukung paling sedikit 8,5% 

(delapan setengah persen); 

c.  provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat 
pada daftar pemilih tetap lebih dari 6.000.000 

(enam juta) jiwa sampai dengan 12.000.000 (dua 
belas juta) jiwa harus didukung paling sedikit 
7,5% (tujuh setengah persen); 

d.  provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat 
pada daftar pemilih tetap lebih dari 12.000.000 

(dua belas juta) jiwa harus didukung paling 
sedikit 6,5% (enam setengah persen); dan 

e.  jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebar 
di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah 

kabupaten/kota di Provinsi dimaksud. 

(2) Calon . . . 
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(2) Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai 
Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon 

Walikota dan Calon Wakil Walikota jika memenuhi 
syarat dukungan jumlah penduduk yang 
mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar 

pemilih tetap di daerah bersangkutan pada 
pemilihan umum atau Pemilihan sebelumnya yang 

paling akhir di daerah bersangkutan, dengan 
ketentuan: 

a.  kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang 

termuat pada daftar pemilih tetap sampai 
dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) 
jiwa harus didukung paling sedikit 10% 

(sepuluh persen); 

b.  kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang 
termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 

250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai 
dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa harus 
didukung paling sedikit 8,5% (delapan setengah 

persen); 

c.  kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang 
termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 

500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 
1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung 
paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen); 

d.  kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang 

termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 
1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung 

paling sedikit 6,5% (enam setengah persen); dan 

e.  jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebar 

di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah 
kecamatan di kabupaten/kota dimaksud. 

(3) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 

ayat (2) dibuat dalam bentuk surat dukungan yang 
disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk 

Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan 
oleh dinas kependudukan dan catatan sipil yang 
menerangkan bahwa penduduk tersebut berdomisili 

di wilayah administratif yang sedang 
menyelenggarakan Pemilihan paling singkat 1 (satu) 

tahun dan tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap 
Pemilihan umum sebelumnya di provinsi atau 
kabupaten/kota dimaksud. 

(4) Dukungan . . . 
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(4) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
hanya diberikan kepada 1 (satu) pasangan calon 
perseorangan. 

14. Di antara ayat (4) dan ayat (5) Pasal 42 disisipkan 1 (satu) 
ayat, yakni ayat (4a) dan di antara ayat (5) dan ayat (6) 

disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (5a), sehingga Pasal 
42 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 42 

(1) Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil 
Gubernur didaftarkan ke KPU Provinsi oleh Partai 

Politik, gabungan Partai Politik, atau perseorangan.  

(2) Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati 
serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil 

Walikota didaftarkan ke KPU Kabupaten/Kota oleh 
Partai Politik, gabungan Partai Politik, atau 
perseorangan.  

(3) Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon 
Bupati dan Calon Wakil Bupati, dan Calon 

Walikota dan Calon Wakil Walikota  sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus 
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 7. 

(4) Pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon 

Wakil Gubernur oleh Partai Politik ditandatangani 
oleh ketua Partai Politik dan sekretaris Partai 
Politik tingkat Provinsi disertai Surat Keputusan 

Pengurus Partai Politik tingkat Pusat tentang 
Persetujuan atas calon yang diusulkan oleh 
Pengurus Partai Politik tingkat Provinsi. 

  (4a) Dalam hal pendaftaran pasangan calon 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak 

dilaksanakan oleh pimpinan Partai Politik tingkat 
Provinsi, pendaftaran pasangan calon yang telah 
disetujui Partai Politik tingkat Pusat, dapat 

dilaksanakan oleh pimpinan Partai Politik tingkat 
Pusat. 

 
 
 
 
 

(5) Pedaftaran . . . 
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(5) Pendaftaran pasangan Calon Bupati dan Calon 
Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan 

Calon Wakil Walikota oleh Partai Politik 
ditandatangani oleh ketua Partai Politik dan 
sekretaris Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota 

disertai Surat Keputusan Pengurus Partai Politik 
tingkat Pusat tentang Persetujuan atas calon yang 

diusulkan oleh Pengurus Partai Politik tingkat 
Provinsi. 

(5a) Dalam hal pendaftaran pasangan calon 

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak 
dilaksanakan oleh pimpinan Partai Politik tingkat 
Kabupaten/Kota, pendaftaran pasangan calon 

yang telah disetujui Partai Politik tingkat Pusat, 
dapat dilaksanakan oleh pimpinan Partai Politik 

tingkat Pusat. 

(6) Pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon 
Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan 

Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon 
Walikota dan Calon Wakil Walikota oleh gabungan 
Partai Politik ditandatangani oleh para ketua 

Partai Politik dan para sekretaris Partai Politik di 
tingkat Provinsi atau para ketua Partai Politik dan 

para sekretaris Partai Politik di tingkat 
Kabupaten/Kota disertai Surat Keputusan 
masing-masing Pengurus Partai Politik tingkat 

Pusat tentang Persetujuan atas calon yang 
diusulkan oleh Pengurus Partai Politik tingkat 

Provinsi dan/atau Pengurus Partai Politik tingkat 
Kabupaten/Kota. 

15. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 45  

(1) Pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon 

Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon 
Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan 

Calon Wakil Walikota disertai dengan penyampaian 
kelengkapan dokumen persyaratan.  

 
 
 
 

(2) Dokumen . . . 
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(2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) meliputi:  

a. surat pernyataan, yang dibuat dan 
ditandatangani oleh calon sendiri, sebagai 
bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, huruf b, 
huruf g, huruf n, huruf o, huruf p, huruf q, 

huruf s, huruf t, dan huruf u;  

b. surat keterangan:  

1.  hasil pemeriksaan kemampuan secara 

jasmani, rohani, dan bebas 
penyalahgunaan narkotika dari tim yang 
terdiri dari dokter, ahli psikologi, dan 

Badan Narkotika Nasional, yang 
ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU 

Kabupaten/Kota sebagai bukti pemenuhan 
syarat calon sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 7 huruf f;  

2.  tidak pernah sebagai terpidana 
berdasarkan putusan pengadilan yang 
telah memperoleh kekuatan hukum tetap 

dari Pengadilan Negeri yang wilayah 
hukumnya meliputi tempat tinggal calon 

atau bagi mantan terpidana telah secara 
terbuka dan jujur mengemukakan kepada 
publik bahwa yang bersangkutan mantan 

terpidana dari pemimpin redaksi media 
massa lokal atau nasional dengan disertai 

buktinya, sebagai bukti pemenuhan syarat 
calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
7 huruf g; 

3.  tidak sedang dicabut hak pilihnya 
berdasarkan putusan pengadilan yang 
telah mempunyai kekuatan hukum tetap 

dari Pengadilan Negeri yang wilayah 
hukumnya meliputi tempat tinggal calon, 

sebagai bukti pemenuhan syarat calon 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 
huruf h; 

 
 
 
 
 

4. tidak . . . 
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4.  tidak pernah melakukan perbuatan tercela 
yang dibuktikan dengan surat keterangan 

catatan kepolisian, sebagai bukti 
pemenuhan syarat calon sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 7 huruf i; 

5.  tidak sedang memiliki tanggungan utang 
secara perseorangan dan/atau secara 

badan hukum yang menjadi 
tanggungjawabnya yang merugikan 
keuangan negara, dari Pengadilan Negeri 

yang wilayah hukumnya meliputi tempat 
tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan 
syarat calon sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 7 huruf k; dan 

6.  tidak dinyatakan pailit dari Pengadilan 

Negeri yang wilayah hukumnya meliputi 
tempat tinggal calon, sebagai bukti 
pemenuhan syarat calon sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 7 huruf l. 

c. surat tanda terima laporan kekayaan calon dari 
instansi yang berwenang memeriksa laporan 

kekayaan penyelenggara negara, sebagai bukti 
pemenuhan syarat calon sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 7 huruf j; 

d. fotokopi:  

1.  ijazah pendidikan terakhir paling rendah 

sekolah lanjutan tingkat atas atau 
sederajat yang telah dilegalisir oleh pihak 

yang berwenang, sebagai bukti 
pemenuhan syarat calon sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 7 huruf c; 

2. kartu nomor pokok wajib pajak atas nama 
calon, tanda terima penyampaian surat 
pemberitahuan tahunan pajak penghasilan 

wajib pajak orang pribadi atas nama calon, 
untuk masa 5 (lima) tahun terakhir, yang 

dibuktikan dengan surat keterangan tidak 
mempunyai tunggakan pajak dari kantor 
pelayanan pajak tempat calon yang 

bersangkutan terdaftar, sebagai bukti 
pemenuhan syarat calon sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 7 huruf m; 

 
 3. Kartu . . . 
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3. Kartu Tanda Penduduk elektronik dengan 
nomor induk kependudukan. 

e. daftar riwayat hidup calon yang dibuat dan 
ditandatangani oleh calon perseorangan dan 
bagi calon yang diusulkan dari Partai Politik 

atau gabungan Partai Politik ditandatangani 
oleh calon, pimpinan Partai Politik atau 

pimpinan gabungan Partai Politik; 

f. pas foto terbaru Calon Gubernur dan Calon 
Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil 

Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil 
Walikota; 

g. naskah visi, misi, dan program Calon Gubernur 

dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan 
Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan 

Calon Wakil Walikota. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara 
pemenuhan persyaratan dan kelengkapan dokumen 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
diatur dengan Peraturan KPU. 

16. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 48 

(1) Pasangan calon atau tim yang diberikan kuasa oleh 
pasangan calon menyerahkan dokumen syarat 
dukungan pencalonan untuk Pemilihan Gubernur 

dan Wakil Gubernur kepada KPU Provinsi dan untuk 
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan 

Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU 
Kabupaten/Kota untuk dilakukan verifikasi 
administrasi dan dibantu oleh PPK dan PPS. 

(2) Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan dengan: 

a. mencocokkan dan meneliti berdasarkan nomor 

induk kependudukan, nama, jenis kelamin, 
tempat dan tanggal lahir, dan alamat dengan 

mendasarkan pada Kartu Tanda Penduduk 
Elektronik atau surat keterangan yang 
diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan 

sipil; dan  

 b. berdasarkan . . . 
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b. berdasarkan Daftar Pemilih Tetap pemilu terakhir 
dan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan 

dari Kementerian Dalam Negeri. 

(3) Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dilakukan KPU Provinsi atau KPU 

Kabupaten/Kota dan dapat berkoordinasi dengan 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi 

atau Kabupaten/Kota. 

(4) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh 
pasangan calon perseorangan atau tim yang 

diberikan kuasa oleh pasangan calon menyerahkan 
dokumen syarat dukungan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) kepada PPS untuk dilakukan verifikasi 

faktual paling lambat 28 (dua puluh delapan) Hari 
sebelum waktu pendaftaran pasangan calon dimulai. 

(5) Verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada           
ayat (4) dilakukan paling lama 14 (empat belas) Hari 
terhitung sejak dokumen syarat dukungan pasangan 

calon perseorangan diserahkan ke PPS. 

(6)  Verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat 
(4) dan ayat (5) dilakukan dengan metode sensus 

dengan menemui langsung setiap pendukung calon. 

(7) Verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat 

(4) dan ayat (5), terhadap pendukung calon yang 
tidak dapat ditemui pada saat verifikasi faktual, 
pasangan calon diberikan kesempatan untuk 

menghadirkan pendukung calon yang dimaksud di 
kantor PPS paling lambat 3 (tiga) Hari terhitung sejak 

PPS tidak dapat menemui pendukung tersebut. 

(8) Jika pasangan calon tidak dapat menghadirkan 
pendukung calon dalam verifikasi faktual 

sebagaimana dimaksud pada ayat (7), maka 
dukungan calon dinyatakan tidak memenuhi syarat.   

(9) Hasil verifikasi faktual berdasarkan nama 

sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat (7), dan 
ayat (8) tidak diumumkan.  

(10) Hasil verifikasi dokumen syarat dukungan pasangan 
calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) dituangkan 

dalam berita acara yang selanjutnya diteruskan 
kepada PPK dan salinan hasil verifikasi disampaikan 

kepada pasangan calon. 
(11) PPK . . . 
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(11) PPK melakukan verifikasi dan rekapitulasi jumlah 
dukungan pasangan calon untuk menghindari 

adanya seseorang yang memberikan dukungan 
kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon dan 
adanya informasi manipulasi dukungan yang 

dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) Hari. 

(12) Hasil verifikasi dukungan pasangan calon 

perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) 
dituangkan dalam berita acara yang selanjutnya 
diteruskan kepada KPU Kabupaten/Kota dan salinan 

hasil verifikasi dan rekapitulasi disampaikan kepada 
pasangan calon. 

(13) Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan Pemilihan 
Walikota dan Wakil Walikota, salinan hasil verifikasi 

dan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada              
ayat (12) dipergunakan oleh pasangan calon 
perseorangan sebagai bukti pemenuhan persyaratan 

dukungan pencalonan. 

(14) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan 
verifikasi dan rekapitulasi jumlah dukungan 

pasangan calon untuk menghindari adanya 
seseorang yang memberikan dukungan kepada lebih 

dari 1 (satu) pasangan calon dan adanya informasi 
manipulasi dukungan yang dilaksanakan paling 
lama 7 (tujuh) Hari. 

(15) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata 
cara verifikasi diatur dalam Peraturan KPU.  

17. Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 54 

(1) Dalam hal pasangan calon atau salah satu calon 
dari pasangan calon meninggal dunia dalam jangka 
waktu sejak penetapan pasangan calon sampai 

dengan hari pemungutan suara, Partai Politik atau 
gabungan Partai Politik dapat mengusulkan 

pasangan calon atau salah satu calon dari pasangan 
calon pengganti paling lambat 30 (tiga puluh) Hari 
sebelum hari pemungutan suara.  

 
 (2) Partai . . . 
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(2) Partai Politik atau gabungan Partai Politik 
mengusulkan pasangan calon atau salah satu calon 

dari pasangan calon pengganti sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) Hari 
terhitung sejak pasangan calon atau salah satu 

calon dari pasangan calon meninggal dunia. 

(3) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota meneliti 

persyaratan administrasi pasangan calon atau salah 
satu calon dari pasangan calon pengganti 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 

dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) Hari 
terhitung sejak tanggal pengusulan. 

(4) Dalam hal pasangan calon atau salah satu calon 

dari pasangan calon pengganti memenuhi 
persyaratan berdasarkan hasil penelitian 

administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 
KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota 
menetapkan pasangan calon atau salah satu calon 

dari pasangan calon pengganti dalam jangka waktu 
paling lambat 1 (satu) Hari terhitung sejak 
dinyatakan memenuhi syarat. 

(5) Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik 
tidak mengusulkan pasangan calon pengganti 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), 
dinyatakan gugur dan tidak dapat mengikuti 
Pemilihan. 

(6) Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik 
tidak mengusulkan salah satu calon dari pasangan 

calon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dan ayat (2), salah satu calon yang tidak 
meninggal dunia, dinyatakan gugur dan tidak dapat 

mengikuti Pemilihan. 

(7) Dalam hal salah satu calon dari pasangan calon 
meninggal dunia dalam jangka waktu 29 (dua puluh 

sembilan) Hari sebelum hari pemungutan suara, 
Partai Politik atau gabungan Partai Politik tidak 

dapat mengusulkan calon pengganti, dan salah satu 
calon dari pasangan calon yang tidak meninggal 
dunia ditetapkan sebagai pasangan calon Pemilihan. 

 
 
 
 

(8) Dalam . . . 
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(8) Dalam hal salah satu calon dari pasangan calon 
meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada           
ayat (7), KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota 

wajib mengumumkan kepada masyarakat. 

18. Di antara Pasal 54 dan Pasal 55 disisipkan 4 (empat) 

pasal, yakni Pasal 54A, Pasal 54B, Pasal 54C, dan             
Pasal 54D yang berbunyi sebagai berikut:  

Pasal 54A  

(1) Dalam hal pasangan calon perseorangan meninggal 
dunia terhitung sejak ditetapkan sebagai pasangan 

calon sampai dengan hari pemungutan suara, 
pasangan calon dinyatakan gugur serta tidak dapat 
mengikuti Pemilihan.  

(2) Dalam hal salah satu calon dari pasangan calon 
perseorangan meninggal dunia terhitung sejak 
ditetapkan sebagai pasangan calon sampai dengan 

hari pemungutan suara, calon perseorangan dapat 
mengusulkan calon pengganti paling lambat 30 (tiga 

puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara untuk 
ditetapkan sebagai pasangan calon Pemilihan. 

(3) Dalam hal salah satu calon dari pasangan calon 

perseorangan meninggal dunia sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), KPU Provinsi atau KPU 

Kabupaten/Kota wajib mengumumkan kepada 
masyarakat. 

Pasal 54B  

Ketentuan mengenai meninggalnya pasangan calon atau 
salah satu calon dari pasangan calon sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 54 dan Pasal 54A berlaku secara 

mutatis mutandis terhadap pasangan calon atau salah 
satu calon dari pasangan calon dalam Pemilihan 1 (satu) 

pasangan calon.  

Pasal 54C 

(1) Pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan 

dalam hal memenuhi kondisi: 

 
 
 
 

a. setelah . . . 
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a.  setelah dilakukan penundaan dan sampai 
dengan berakhirnya masa perpanjangan 

pendaftaran, hanya terdapat 1 (satu) pasangan 
calon yang mendaftar dan berdasarkan hasil 
penelitian pasangan calon tersebut dinyatakan 

memenuhi syarat; 

b.  terdapat lebih dari 1 (satu) pasangan calon yang 

mendaftar dan berdasarkan hasil penelitian 
hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon yang 
dinyatakan memenuhi syarat dan setelah 

dilakukan penundaan sampai dengan 
berakhirnya masa pembukaan kembali 
pendaftaran tidak terdapat pasangan calon yang 

mendaftar atau pasangan calon yang mendaftar 
berdasarkan hasil penelitian dinyatakan tidak 

memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya 
terdapat 1 (satu) pasangan calon; 

c.  sejak penetapan pasangan calon sampai dengan 

saat dimulainya masa Kampanye terdapat 
pasangan calon yang berhalangan tetap, Partai 
Politik atau Gabungan Partai Politik tidak 

mengusulkan calon/pasangan calon pengganti 
atau calon/pasangan calon pengganti yang 

diusulkan dinyatakan tidak memenuhi syarat 
yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) 
pasangan calon; 

d.  sejak dimulainya masa Kampanye sampai 
dengan hari pemungutan suara terdapat 

pasangan calon yang berhalangan tetap, Partai 
Politik atau Gabungan Partai Politik tidak 
mengusulkan calon/pasangan calon pengganti 

atau calon/pasangan calon pengganti yang 
diusulkan dinyatakan tidak memenuhi syarat 
yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) 

pasangan calon; atau 

e.  terdapat pasangan calon yang dikenakan sanksi 

pembatalan sebagai peserta Pemilihan yang 
mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) 
pasangan calon. 

(2) Pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan 
dengan menggunakan surat suara yang memuat 2 

(dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang 
memuat foto pasangan calon dan 1 (satu) kolom 
kosong yang tidak bergambar. 

(3) Pemberian . . . 
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(3) Pemberian suara dilakukan dengan cara mencoblos. 

Pasal 54D  

(1) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota 
menetapkan pasangan calon terpilih pada Pemilihan 
1 (satu) pasangan calon sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 54C, jika mendapatkan suara lebih dari 
50% (lima puluh persen) dari suara sah. 

(2) Jika perolehan suara pasangan calon kurang dari 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pasangan 
calon yang kalah dalam Pemilihan boleh 

mencalonkan lagi dalam Pemilihan berikutnya. 

(3) Pemilihan berikutnya sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), diulang kembali pada tahun berikutnya 

atau dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang 
dimuat dalam peraturan perundang-undangan.  

(4) Dalam hal belum ada pasangan calon terpilih 
terhadap hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dan ayat (3), Pemerintah menugaskan 

penjabat Gubernur, penjabat Bupati, atau penjabat 
Walikota. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemilihan 

1 (satu) pasangan calon diatur dengan Peraturan 
KPU. 

19. Ketentuan ayat (2) Pasal 57 diubah, sehingga berbunyi 
sebagai berikut: 

Pasal 57  

(1) Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga 
negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih. 

(2) Dalam hal warga negara Indonesia tidak terdaftar 
sebagai Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), pada saat pemungutan suara menunjukkan 

Kartu Tanda Penduduk Elektronik. 

(3) Untuk dapat didaftar sebagai Pemilih, warga negara 
Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

harus memenuhi syarat:  

a.  tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya; 

dan/atau  

 
 

b. tidak . . . 
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b.  tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan 
putusan pengadilan yang telah mempunyai 

kekuatan hukum tetap. 

(4) Warga negara Indonesia yang tidak terdaftar dalam 
daftar Pemilih dan pada saat pemungutan suara 

tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) atau ayat (3), yang bersangkutan 

tidak dapat menggunakan hak memilihnya. 

20. Ketentuan Pasal 58 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 58  

(1)  Daftar Pemilih Tetap pemilihan umum terakhir 
digunakan sebagai sumber pemutakhiran data 

pemilihan dengan mempertimbangkan Daftar 
Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan. 

(2)  Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten/Kota yang telah dikonsolidasikan, 
diverifikasi, dan divalidasi oleh Menteri digunakan 
sebagai bahan penyusunan daftar Pemilih untuk 

Pemilihan. 

(3)  Daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dan ayat (2) oleh PPS dilakukan pemutakhiran 
berdasarkan perbaikan dari rukun tetangga, rukun 
warga, atau sebutan lain dan tambahan Pemilih yang 

telah memenuhi persyaratan sebagai Pemilih paling 
lambat 14 (empat belas) Hari terhitung sejak 

diterimanya hasil konsolidasi, verifikasi, dan validasi.   

(4)  Daftar Pemilih hasil pemutakhiran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) diserahkan kepada PPK 

untuk dilakukan rekapitulasi daftar Pemilih tingkat 
PPK. 

(5)  Rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan 
oleh PPK kepada KPU Kabupaten/Kota paling lambat 

3 (tiga) Hari terhitung sejak selesainya pemutakhiran 
untuk dilakukan rekapitulasi daftar Pemilih tingkat 
kabupaten/kota, yang kemudian ditetapkan sebagai 

Daftar Pemilih Sementara. 

 (6) Daftar . . . 
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(6)  Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud 
pada ayat (5) diumumkan secara luas dan melalui 

papan pengumuman rukun tetangga dan rukun 
warga atau sebutan lain oleh PPS untuk 
mendapatkan masukan dan tanggapan dari 

masyarakat selama 10 (sepuluh) Hari. 

(7)  PPS memperbaiki Daftar Pemilih Sementara 

berdasarkan masukan dan tanggapan dari 
masyarakat paling lama 5 (lima) Hari terhitung sejak 
masukan dan tanggapan dari masyarakat 

sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berakhir.  

(8)  Daftar Pemilih Sementara yang telah diperbaiki 
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diserahkan 

kepada KPU Kabupaten/Kota untuk ditetapkan 
sebagai Daftar Pemilih Tetap dan diumumkan oleh 

PPS paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak jangka 
waktu penyusunan Daftar Pemilih Tetap berakhir.  

(9)  Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara 

pemutakhiran data Pemilih diatur dengan Peraturan 
KPU. 

21. Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 59 

Penduduk yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih 
Tetap diberi surat pemberitahuan sebagai Pemilih oleh 
PPS. 

22. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 61 diubah, sehingga 
berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 61 

(1) Dalam hal masih terdapat penduduk yang 
mempunyai hak pilih belum terdaftar dalam daftar 

Pemilih tetap, yang bersangkutan dapat 
menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan 
Kartu Tanda Penduduk Elektronik. 

(2) Penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) hanya dapat digunakan di tempat 

pemungutan suara yang berada di rukun tetangga 
atau rukun warga atau sebutan lain sesuai dengan 
alamat yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk 

Elektronik. 
(3) Sebelum . . . 
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(3) Sebelum menggunakan hak pilihnya penduduk 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu 

mendaftarkan diri pada KPPS setempat dan dicatat 
dalam daftar Pemilih tambahan.  

(4) Penggunaan hak pilih penduduk sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), dilakukan 1 (satu) jam 
sebelum selesainya pemungutan suara di TPS. 

23. Ketentuan ayat (2) Pasal 63 diubah sehingga berbunyi 
sebagai berikut:    

Pasal 63 

(1) Kampanye dilaksanakan sebagai wujud dari 
pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan 
secara bertanggung jawab. 

(2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan oleh Partai Politik dan/atau pasangan 

calon  dan dapat difasilitasi oleh KPU Provinsi untuk 
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU 
Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil 

Bupati, serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota. 

(3) Jadwal pelaksanaan Kampanye ditetapkan oleh KPU 
Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan 
Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota 

dan Wakil Walikota dengan memperhatikan usul dari 
pasangan calon. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara 

pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) diatur dengan Peraturan KPU. 

24. Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 65 disisipkan 2 (dua) 
ayat, yakni ayat (2a) dan ayat (2b) yang berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 65 

(1) Kampanye dapat dilaksanakan melalui:  

a.  pertemuan terbatas;  

b.  pertemuan tatap muka dan dialog;  

c.  debat publik/debat terbuka antarpasangan 

calon;  

d.  penyebaran bahan Kampanye kepada umum;  

 
e. pemasangan . . . 
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e. pemasangan alat peraga;  

f.  iklan media massa cetak dan media massa 

elektronik; dan/atau 

g.  kegiatan lain yang tidak melanggar larangan 
Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-

undangan.  

(2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f difasilitasi oleh 
KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang didanai 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.  

(2a)  Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a dan huruf b didanai dan dilaksanakan oleh 
Partai Politik dan/atau pasangan calon. 

 (2b)  Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf d dan huruf e dapat didanai dan dilaksanakan 

oleh Partai Politik dan/atau pasangan calon. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan metode 
Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

sampai dengan ayat (2b) diatur dengan Peraturan 
KPU. 

25. Ketentuan ayat (2) dan ayat (4) Pasal 68 diubah, sehingga 

berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 68 

(1) Debat publik/debat terbuka antar calon 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) 
huruf c dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali oleh 

KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. 

(2) Debat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disiarkan secara langsung atau siaran tunda melalui 
lembaga penyiaran publik.  

(3) Moderator debat dipilih oleh KPU Provinsi dan KPU 

Kabupaten/Kota dari kalangan profesional dan 
akademisi yang mempunyai integritas, jujur, 
simpatik, dan tidak memihak kepada salah satu 

calon. 

(4) Materi debat adalah visi, misi, dan program Calon 

Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati 
dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan 
Calon Wakil Walikota dalam rangka:   

 a. meningkatkan . . . 
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a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat; 

b. memajukan daerah; 

c. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; 

d. menyelesaikan persoalan daerah; 

e. menyerasikan pelaksanaan pembangunan 

daerah  kabupaten/kota dan provinsi dengan 
nasional; dan 

f. memperkokoh Negara Kesatuan Republik 
Indonesia dan  kebangsaan. 

(5) Moderator dilarang memberikan komentar, penilaian, 

dan kesimpulan apapun terhadap penyampaian 
materi debat dari setiap pasangan calon. 

26. Ketentuan Pasal 70 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 70 

(1) Dalam kampanye, pasangan calon dilarang 
melibatkan: 

a. pejabat badan usaha milik negara/badan usaha 
milik daerah; 

b. aparatur sipil Negara, anggota Kepolisian Negara 

Republik Indonesia, dan anggota Tentara 
Nasional Indonesia; dan 

c. Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan 
perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat 
Kelurahan. 

(2) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 
Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, pejabat 

negara lainnya, serta pejabat daerah dapat ikut 
dalam kampanye dengan mengajukan izin 
kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(3) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 
Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, yang 

mencalonkan kembali pada daerah yang sama, 
selama masa kampanye harus memenuhi 

ketentuan: 

a. menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan 

 
 
 

b. dilarang . . . 
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b. dilarang menggunakan fasilitas yang terkait 
dengan jabatannya.  

(4) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi 
Gubernur dan Wakil Gubernur diberikan oleh 
Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden, dan bagi 

Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil 
Walikota diberikan oleh Gubernur atas nama 

Menteri. 

(5) Cuti yang telah diberikan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4), wajib diberitahukan oleh Gubernur 

dan Wakil Gubernur kepada KPU Provinsi, dan bagi 
Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil 
Walikota kepada KPU Kabupaten/Kota. 

27. Ketentuan Pasal 71 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 71 

(1) Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur 
sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa 

atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat 
keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan 
atau merugikan salah satu pasangan calon.  

(2) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil 
Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang 

melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan 
sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai 
dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat 

persetujuan tertulis dari Menteri.  

(3) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil 

Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang 
menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan 
yang menguntungkan atau merugikan salah satu 

pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di 
daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum 
tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan 

penetapan pasangan calon terpilih.  

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

sampai dengan ayat (3) berlaku juga untuk penjabat 
Gubernur atau Penjabat Bupati/Walikota.  

 
 
 

(5) Dalam . . . 
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(5) Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati 
atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil 

Walikota selaku petahana melanggar ketentuan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), 
petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan 

sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU 
Kabupaten/Kota.  

(6) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai 
dengan ayat (3) yang bukan petahana diatur sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

28. Ketentuan Pasal 73 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 73 

(1) Calon dan/atau tim Kampanye dilarang 

menjanjikan dan/atau memberikan uang atau 
materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara 
Pemilihan dan/atau Pemilih.  

(2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan 
putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi 

administrasi pembatalan sebagai pasangan calon 
oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.  

(3) Tim Kampanye yang terbukti melakukan 
pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berdasarkan putusan pengadilan yang telah 

mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi 
pidana sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.  

(4) Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai 
Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain 

juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan 
melawan hukum menjanjikan  atau  memberikan  
uang  atau  materi  lainnya sebagai imbalan kepada 

warga negara Indonesia baik secara langsung 
ataupun tidak langsung untuk: 

a.  mempengaruhi Pemilih untuk tidak 
menggunakan hak pilih; 

 
 
 

b. menggunakan . . . 
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b.  menggunakan hak pilih dengan cara tertentu 
sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan 

c.  mempengaruhi untuk memilih calon tertentu 
atau tidak memilih calon tertentu. 

(5) Pemberian sanksi administrasi terhadap 

pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
tidak menggugurkan sanksi pidana. 

29. Ketentuan Pasal 74 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 74 

(1) Dana Kampanye pasangan calon yang diusulkan 

Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat 
diperoleh dari: 

a. sumbangan Partai Politik dan/atau gabungan 

Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon;  

b. sumbangan pasangan calon; dan/atau 

c. sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang 
meliputi sumbangan perseorangan dan/atau 

badan hukum swasta. 

(2) Dana Kampanye pasangan calon perseorangan dapat 
diperoleh dari sumbangan pasangan calon, 

sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang 
meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan 

hukum swasta.  

(3) Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang 
mengusulkan pasangan calon wajib memiliki 

rekening khusus dana Kampanye atas nama 
pasangan calon dan didaftarkan kepada KPU Provinsi 

atau KPU Kabupaten/Kota.  

(4) Pasangan calon perseorangan bertindak sebagai 
penerima sumbangan dana Kampanye sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dan wajib memiliki rekening 
khusus dana Kampanye dan didaftarkan kepada KPU 
Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. 

(5) Sumbangan dana Kampanye sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) dari perseorangan 

paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima 
juta rupiah) dan dari badan hukum swasta paling 
banyak 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta 

rupiah).  

 (6) Partai . . . 
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(6) Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik yang 
mengusulkan pasangan calon dan pasangan calon 

perseorangan dapat menerima dan/atau menyetujui 
sumbangan yang bukan dalam bentuk uang secara 
langsung untuk kegiatan Kampanye yang jika 

dikonversi berdasar harga pasar nilainya tidak 
melebihi sumbangan dana Kampanye sebagaimana 

dimaksud pada ayat (5). 

(7) Pemberi sumbangan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (5) dan ayat (6) harus mencantumkan identitas 

yang jelas. 

(8) Penggunaan dana Kampanye pasangan calon wajib 
dilaksanakan secara transparan dan akuntabel 

sesuai standar akuntasi keuangan. 

(9) Pembatasan dana Kampanye pasangan calon 

ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU 
Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan jumlah 
pemilih, cakupan/luas wilayah, dan standar biaya 

daerah.   

30. Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 85 disisipkan 2 (dua) 

ayat, yakni ayat (2a) dan ayat (2b) sehingga Pasal 85 
berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 85  

(1) Pemberian suara untuk Pemilihan dapat dilakukan 
dengan cara: 

a. memberi tanda satu kali pada surat suara; atau 

b. memberi suara melalui peralatan Pemilihan 

suara secara elektronik. 

(2) Pemberian tanda satu kali sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan prinsip 

memudahkan Pemilih, akurasi dalam penghitungan 
suara, dan efisiensi dalam penyelenggaraan 
Pemilihan. 

(2a) Pemberian suara secara elektronik sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan 

mempertimbangkan kesiapan Pemerintah Daerah 
dari segi infrastruktur dan kesiapan masyarakat 
berdasarkan prinsip efisiensi dan mudah.  

 
 

(2b) Dalam . . . 
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(2b) Dalam hal hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon 
yang mendaftar dan berdasarkan hasil penelitian 

pasangan calon tersebut dinyatakan memenuhi 
syarat, pemberian suara untuk Pemilihan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

dengan cara mencoblos sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 54C ayat (3).  

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian 
suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur 
dengan Peraturan KPU. 

31. Ketentuan Pasal 107 ditambah 1 (satu) ayat, yakni          
ayat (3) sehingga Pasal 107 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 107  

(1)  Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta 
pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota 

yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan 
sebagai pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil 
Bupati terpilih serta pasangan Calon Walikota dan 

Calon Wakil Walikota terpilih. 

(2)  Dalam hal terdapat jumlah perolehan suara yang 
sama untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 

serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, 
pasangan calon yang memperoleh dukungan Pemilih 

yang lebih merata penyebarannya di seluruh 
kecamatan di kabupaten/kota tersebut ditetapkan 
sebagai pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil 

Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon 
Wakil Walikota terpilih. 

(3)  Dalam hal hanya terdapat 1 (satu) pasangan Calon 
Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon 
Walikota dan Calon Wakil Walikota peserta 

Pemilihan memperoleh suara lebih dari 50% (lima 
puluh persen) dari suara sah, ditetapkan sebagai 
pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati 

terpilih serta pasangan Calon Walikota dan Calon 
Wakil Walikota terpilih. 

 
 
 
 
 

32. Ketentuan . . . 
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32. Ketentuan Pasal 109 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat 
(3) sehingga Pasal 109 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 109  

(1)  Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil 
Gubernur yang memperoleh suara terbanyak 

ditetapkan sebagai pasangan Calon Gubernur dan 
Calon Wakil Gubernur terpilih. 

(2)  Dalam hal terdapat jumlah perolehan suara yang 
sama untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil 
Gubernur, pasangan calon yang memperoleh 

dukungan Pemilih yang lebih merata penyebarannya 
di seluruh kabupaten/kota di provinsi tersebut 
ditetapkan sebagai pasangan Calon Gubernur dan 

Calon Wakil Gubernur terpilih. 

(3)  Dalam hal hanya terdapat 1 (satu) pasangan Calon 

Gubernur dan Calon Wakil Gubernur peserta 
Pemilihan memperoleh suara lebih dari 50% (lima 
puluh persen) dari suara sah, ditetapkan sebagai 

pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil 
Gubernur terpilih. 

33. Di antara Pasal 133 dan Pasal 134 disisipkan 1 (satu) 

pasal, yakni Pasal 133A sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 133A  

Pemerintahan Daerah bertanggung jawab 
mengembangkan kehidupan demokrasi di daerah, 

khususnya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam 
menggunakan hak pilih. 

34. Di antara Pasal 135 dan Pasal 136 disisipkan 1 (satu) 
pasal, yakni Pasal 135A sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 135A 

(1) Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan 

pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, 
sistematis, dan masif. 

 
 
 

(2) Bawaslu . . . 
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(2) Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan 
memutus pelanggaran administrasi Pemilihan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka 
waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja. 

(3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

harus dilakukan secara terbuka dan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(4) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib 
menindaklanjuti putusan Bawaslu Provinsi dengan 
menerbitkan keputusan KPU Provinsi atau KPU 

Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lambat 
3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya 
putusan Bawaslu Provinsi.  

(5) Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa 

sanksi administrasi pembatalan pasangan calon.  

(6) Pasangan calon yang dikenai sanksi administrasi 
pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 

dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah 
Agung dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) 
hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi 

atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan.        

(7) Mahkamah Agung memutus upaya hukum 

pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (6) dalam jangka waktu paling 
lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak 

berkas perkara diterima oleh Mahkamah Agung. 

(8) Dalam hal putusan Mahkamah Agung membatalkan 

keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota 
sebagaimana dimaksud pada ayat (6), KPU Provinsi 
atau KPU Kabupaten/Kota wajib menetapkan 

kembali sebagai pasangan calon. 

(9) Putusan Mahkamah Agung bersifat final dan 
mengikat. 

(10) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelanggaran 
administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) diatur dengan Peraturan Bawaslu. 

 
 
 
 

35. Ketentuan . . . 
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35. Ketentuan Pasal 144 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 144 

(1) Putusan Bawaslu Provinsi dan Putusan Panwas 
Kabupaten/Kota mengenai penyelesaian sengketa 

Pemilihan merupakan Putusan bersifat mengikat.  

(2) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib 

menindaklanjuti putusan Bawaslu Provinsi dan/atau 
putusan Panwas Kabupaten/Kota mengenai 
penyelesaian sengketa Pemilihan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) hari 
kerja.  

(3) Seluruh proses pengambilan Putusan Bawaslu 

Provinsi dan Putusan Panwas Kabupaten/Kota wajib 
dilakukan melalui proses yang terbuka dan dapat 

dipertanggungjawabkan.  

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara 
penyelesaian sengketa diatur dengan Peraturan 

Bawaslu.  

36. Ketentuan Pasal 146 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 146  

(1) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang 

tergabung dalam sentra penegakan hukum terpadu 
dapat melakukan penyelidikan setelah adanya 
laporan pelanggaran Pemilihan yang diterima oleh 

Bawaslu Provinsi maupun Panwas Kabupaten/Kota. 

(2) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam 
menjalankan tugas dapat melakukan penggeledahan, 
penyitaan, dan pengumpulan alat bukti untuk 

kepentingan penyelidikan maupun penyidikan tanpa 
surat izin ketua pengadilan negeri setempat.  

(3) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia 

menyampaikan hasil penyidikan disertai berkas 
perkara kepada penuntut umum paling lama 14 

(empat belas) hari kerja terhitung sejak laporan 
diterima dari Bawaslu Provinsi maupun Panwas 
Kabupaten/Kota.  

(4) Dalam . . . 
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(4) Dalam hal hasil penyidikan belum lengkap, dalam 
waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja penuntut umum 

mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik 
Kepolisian Negara Republik Indonesia disertai 
petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk 

dilengkapi.  

(5) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia 

dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung 
sejak tanggal penerimaan berkas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) harus sudah menyampaikan 

kembali berkas perkara tersebut kepada penuntut 
umum.  

(6) Penuntut umum melimpahkan berkas perkara 

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada 
Pengadilan Negeri paling lama 5 (lima) hari kerja 

terhitung sejak menerima berkas perkara dari 
penyidik.  

37. Ketentuan Pasal 152 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 152 

(1) Untuk menyamakan pemahaman dan pola 

penanganan tindak pidana Pemilihan, Bawaslu 
Provinsi, dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, 

Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan 
Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri 
membentuk sentra penegakan hukum terpadu. 

(2) Sentra penegakan hukum terpadu sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) melekat pada Bawaslu, 

Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota. 

(3) Anggaran operasional sentra penegakan hukum 
terpadu dibebankan pada Anggaran Bawaslu. 

(4) Ketentuan mengenai sentra penegakan hukum 
terpadu diatur dengan peraturan bersama antara 
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa 

Agung Republik Indonesia, dan Ketua Bawaslu.  

(5) Peraturan bersama sebagaimana dimaksud pada 

ayat (4) ditetapkan setelah berkonsultasi dengan 
Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah dalam 
forum rapat dengar pendapat yang keputusannya 

bersifat mengikat. 
38. Ketentuan . . . 
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38. Ketentuan Pasal 153 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 153  

(1) Sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakan 
sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha 

negara Pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon 
Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil 

Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil 
Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU 
Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya 

Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU 
Kabupaten/Kota. 

(2) Peradilan Tata Usaha Negara dalam menerima, 

memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa Tata 
Usaha Negara Pemilihan menggunakan Hukum 

Acara Tata Usaha Negara, kecuali ditentukan lain 
dalam Undang-Undang ini. 

39. Ketentuan Pasal 154 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 154 

(1) Peserta Pemilihan mengajukan keberatan terhadap 

keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU 
Kabupaten/Kota kepada Bawaslu Provinsi dan/atau 

Panwas Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling 
lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan 
KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan. 

(2)  Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara 
Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara 

dilakukan setelah seluruh upaya administratif di 
Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota 
telah dilakukan.  

(3) Dalam hal pengajuan gugatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) kurang lengkap, penggugat 
dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan dalam 

jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung 
sejak diterimanya gugatan oleh Pengadilan Tinggi 

Tata Usaha Negara.  

 
 
 

(4) Apabila . . . 
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(4)  Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) penggugat belum menyempurnakan 

gugatan, hakim memberikan putusan bahwa 
gugatan tidak dapat diterima.  

(5)  Terhadap putusan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(4) tidak dapat dilakukan upaya hukum.  

(6)  Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara memeriksa dan 

memutus gugatan sebagaimana dimaksud pada    
ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 15 (lima 
belas) hari kerja terhitung sejak gugatan dinyatakan 

lengkap.  

(7) Terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha 
Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) hanya 

dapat dilakukan permohonan kasasi ke Mahkamah 
Agung Republik Indonesia.  

(8)  Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (7) diajukan dalam jangka waktu paling lama             
5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya 

putusan. 

(9) Mahkamah Agung Republik Indonesia wajib 
memberikan putusan atas permohonan kasasi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dalam jangka 
waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja 

terhitung sejak permohonan kasasi diterima.  

(10) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud pada ayat (9) bersifat final 

dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya 
hukum peninjauan kembali.  

(11) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib 
menindaklanjuti putusan Pengadilan Tinggi Tata 
Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) 

atau putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dalam jangka 
waktu paling lama 7 (tujuh) Hari. 

(12) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib 
menindaklanjuti putusan Pengadilan Tinggi Tata 

Usaha Negara atau putusan Mahkamah Agung 
Republik Indonesia mengenai keputusan tentang 
penetapan pasangan calon peserta Pemilihan 

sepanjang tidak melewati tahapan paling lambat 30 
(tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara. 

40. Ketentuan . . . 
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40. Ketentuan Pasal 156 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 156  

(1) Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan 
antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota 

dan peserta Pemilihan mengenai penetapan 
perolehan suara hasil Pemilihan.  

(2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil 
Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang 

signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon 
terpilih.  

41. Ketentuan Pasal 157 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 157  

(1)  Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan 
diadili oleh badan peradilan khusus. 

(2)  Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan 
Pemilihan serentak nasional. 

(3)  Perkara perselisihan penetapan perolehan suara 

tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh 
Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan 

peradilan khusus. 

(4)  Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan 
pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan 

suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota 
kepada Mahkamah Konstitusi. 

(5)  Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada 
Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung 

sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil 
Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU 
Kabupaten/Kota. 

(6)  Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (5) dilengkapi alat/dokumen bukti dan 

Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota 
tentang hasil rekapitulasi penghitungan suara. 

 
(7) Dalam . . . 
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(7) Dalam hal pengajuan permohonan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5) kurang lengkap, pemohon 

dapat memperbaiki dan melengkapi permohonan 
paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya 
permohonan oleh Mahkamah Konstitusi. 

(8) Mahkamah Konstitusi memutuskan perkara 
perselisihan sengketa hasil Pemilihan paling lama 45 

(empat puluh lima) hari kerja sejak diterimanya 
permohonan. 

(9) Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (8) bersifat final dan mengikat. 

(10) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib 
menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi. 

42. Ketentuan Pasal 158 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 158  

(1) Peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 
dapat mengajukan permohonan pembatalan 

penetapan hasil penghitungan suara dengan 
ketentuan: 

a. provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 

2.000.000 (dua juta) jiwa, pengajuan perselisihan 
perolehan suara dilakukan jika terdapat 

perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) 
dari total suara sah hasil penghitungan suara 
tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi; 

b. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 
2.000.000 (dua juta) sampai dengan 6.000.000 

(enam juta), pengajuan perselisihan perolehan 
suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling 
banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) 

dari total suara sah hasil penghitungan suara 
tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi; 

c. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 

6.000.000 (enam juta) sampai dengan 12.000.000 
(dua belas juta) jiwa, pengajuan perselisihan 

perolehan suara dilakukan jika terdapat 
perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu 
persen) dari total suara sah hasil penghitungan 

suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU 
Provinsi; dan 

d. provinsi . . . 
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d. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 
12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan 

perselisihan perolehan suara dilakukan jika 
terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% 
(nol koma lima persen) dari total suara sah hasil 

penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan 
oleh KPU Provinsi. 

(2) Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta 
Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan 
permohonan pembatalan penetapan hasil 

penghitungan perolehan suara dengan ketentuan: 

a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai 
dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, 

pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan 
jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% 

(dua persen) dari total suara sah hasil 
penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan 
oleh KPU Kabupaten/Kota; 

b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih 
dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa 
sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, 

pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan 
apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 

1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah 
hasil penghitungan suara tahap akhir yang 
ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota; 

c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih 
dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 

1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan 
perolehan suara dilakukan jika terdapat 
perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) 

dari total suara sah hasil penghitungan suara 
tahap akhir KPU Kabupaten/Kota; dan 

d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih 

dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan 
perselisihan perolehan suara dilakukan jika 

terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% 
(nol koma lima persen) dari total suara sah hasil 
penghitungan suara tahap akhir KPU 

Kabupaten/Kota.  

 
 
 
 

43. Ketentuan . . . 
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43. Ketentuan Pasal 160A diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 160A  

(1) Dalam hal DPRD Provinsi tidak menyampaikan 
usulan pengesahan pengangkatan pasangan calon 
Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih kepada 

Presiden melalui Menteri, dalam jangka waktu 5 
(lima) hari kerja sejak KPU Provinsi menyampaikan 

penetapan pasangan calon Gubernur dan Wakil 
Gubernur terpilih kepada DPRD Provinsi, Presiden 
berdasarkan usulan Menteri mengesahkan 

pengangkatan pasangan calon Gubernur dan Wakil 
Gubernur terpilih berdasarkan usulan KPU Provinsi 
melalui KPU. 

(2) Dalam hal DPRD Kabupaten/Kota tidak 
menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan 

pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati serta 
pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih 
kepada Menteri melalui Gubernur, dalam jangka 

waktu 5 (lima) hari kerja sejak KPU Kabupaten/Kota 
menyampaikan penetapan pasangan calon Bupati 

dan Wakil Bupati serta pasangan calon Walikota dan 
Wakil Walikota terpilih kepada DPRD 
Kabupaten/Kota, Menteri berdasarkan usulan 

Gubernur mengesahkan pengangkatan pasangan 
calon Bupati dan Wakil Bupati serta pasangan calon 
Walikota dan Wakil Walikota terpilih berdasarkan 

usulan KPU Kabupaten/Kota melalui KPU Provinsi. 

(3) Dalam hal Gubernur tidak menyampaikan usulan 

penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
kepada Menteri, Menteri mengesahkan pengangkatan 
pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati serta 

pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih 
berdasarkan usulan KPU Kabupaten/Kota melalui 

KPU Provinsi. 

(4) Pengesahan pengangkatan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan paling 

lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya 
usulan. 

 
 
 

(5) Ketentuan . . . 
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(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara 
pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan 
ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah. 

44. Ketentuan Pasal 162 ayat (3) diubah sehingga Pasal 162 

berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 162 

(1) Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 161 ayat (1) memegang 
jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 

pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali 
dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 (satu) kali 
masa jabatan. 

(2) Bupati  dan  Wakil  Bupati  serta  Walikota  dan  
Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

161 ayat (3) memegang jabatan selama 5 (lima) 
tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan 
sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan 

yang sama hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan. 

(3) Gubernur, Bupati, atau Walikota yang akan 
melakukan penggantian pejabat di lingkungan 

Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota, 
dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak 

tanggal pelantikan harus mendapatkan persetujuan 
tertulis dari Menteri. 

45. Ketentuan Pasal 163 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 163 

(1) Gubernur dan Wakil Gubernur dilantik oleh Presiden 
di ibu kota negara. 

(2) Dalam hal Presiden berhalangan, pelantikan 

Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan oleh Wakil 
Presiden. 

(3) Dalam hal Wakil Presiden berhalangan, pelantikan 

Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan oleh 
Menteri. 

 
 
 

(4) Dalam . . . 
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(4) Dalam hal calon Gubernur terpilih meninggal dunia, 
berhalangan tetap, atau mengundurkan diri, calon 

Wakil Gubernur terpilih tetap dilantik menjadi Wakil 
Gubernur meskipun tidak secara berpasangan. 

(5) Dalam hal calon wakil Gubernur terpilih meninggal 

dunia, berhalangan tetap, atau mengundurkan diri, 
calon Gubernur terpilih tetap dilantik menjadi 

Gubernur meskipun tidak secara berpasangan. 

(6) Dalam hal calon Gubernur dan/atau Calon Wakil 
Gubernur terpilih ditetapkan menjadi tersangka 

pada saat pelantikan, yang bersangkutan tetap 
dilantik menjadi Gubernur dan/atau Wakil 
Gubernur. 

(7) Dalam hal calon Gubernur dan/atau Calon Wakil 
Gubernur terpilih ditetapkan menjadi terdakwa pada 

saat pelantikan, yang bersangkutan tetap dilantik 
menjadi Gubernur dan/atau Wakil Gubernur dan 
saat itu juga diberhentikan sementara sebagai 

Gubernur dan/atau Wakil Gubernur. 

(8) Dalam hal calon Gubernur dan/atau Calon Wakil 
Gubernur terpilih ditetapkan menjadi terpidana 

berdasarkan putusan pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap pada saat 

pelantikan, yang bersangkutan tetap dilantik 
menjadi Gubernur dan/atau Wakil Gubernur dan 
saat itu juga diberhentikan sebagai Gubernur 

dan/atau Wakil Gubernur. 

46. Ketentuan Pasal 164 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 164 

(1) Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil 

Walikota dilantik oleh Gubernur di ibu kota Provinsi 
yang bersangkutan. 

(2) Dalam hal Gubernur berhalangan, pelantikan Bupati 

dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota 
dilakukan oleh Wakil Gubernur. 

 
 

 

 

(3) Dalam . . . 
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(3) Dalam hal Gubernur dan/atau Wakil Gubernur 
tidak dapat melaksanakan sebagaimana dimaksud 

pada ketentuan ayat (1) dan ayat (2), Menteri 
mengambil alih kewenangan Gubernur sebagai 
wakil Pemerintah Pusat. 

(4) Dalam hal calon Bupati dan Calon Walikota terpilih 
meninggal dunia, berhalangan tetap, atau 

mengundurkan diri, calon wakil Bupati dan Calon 
wakil Walikota terpilih tetap dilantik menjadi Wakil 
Bupati dan Wakil Walikota meskipun tidak secara 

berpasangan. 

(5) Dalam hal calon Wakil Bupati, dan Calon Wakil 
Walikota terpilih meninggal dunia, berhalangan 

tetap, atau mengundurkan diri, calon Bupati dan 
Calon Walikota terpilih tetap dilantik menjadi 

Bupati, dan Walikota meskipun tidak secara 
berpasangan. 

(6) Dalam hal calon Bupati/Walikota dan/atau calon 

Wakil Bupati/Wakil Walikota terpilih ditetapkan 
menjadi tersangka pada saat pelantikan, yang 
bersangkutan tetap dilantik menjadi 

Bupati/Walikota dan/atau Wakil Bupati/Wakil 
Walikota. 

(7) Dalam hal calon Bupati/Walikota dan/atau calon 
Wakil Bupati/Wakil Walikota  terpilih ditetapkan 
menjadi terdakwa pada saat pelantikan, yang 

bersangkutan tetap dilantik menjadi  
Bupati/Walikota dan/atau Wakil Bupati/Wakil 

Walikota, kemudian saat itu juga diberhentikan 
sementara sebagai Bupati/Walikota dan/atau Wakil 
Bupati/Wakil Walikota. 

(8) Dalam hal calon Bupati/Walikota dan/atau calon 
Wakil Bupati/Wakil Walikota terpilih ditetapkan 
menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan 

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada 
saat pelantikan, yang bersangkutan tetap dilantik 

menjadi  Bupati/Walikota dan/atau Wakil 
Bupati/Wakil Walikota, kemudian saat itu juga 
diberhentikan sebagai Bupati/Walikota dan/atau 

Wakil Bupati/Wakil Walikota. 

 
 

47. Di antara . . . 
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47. Di antara Pasal 164 dan Pasal 165 disisipkan 2 (dua) 
pasal, yakni Pasal 164A dan Pasal 164B sehingga 

berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 164A 

(1) Pelantikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 

dan Pasal 164 dilaksanakan secara serentak. 

(2) Pelantikan secara serentak sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilaksanakan pada akhir masa 
jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan 
Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota 

periode sebelumnya yang paling akhir.  

(3) Dalam hal terdapat 1 (satu) pasangan Bupati dan 
Wakil Bupati terpilih atau Walikota dan Wakil 

Walikota terpilih yang tertunda dan tidak ikut pada 
pelantikan serentak sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), Gubernur dapat melakukan pelantikan di 
Ibu kota Kabupaten/Kota yang bersangkutan. 

(4) Dalam hal lebih dari 1 (satu) provinsi yang terdapat 

1 (satu) pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih 
atau Walikota dan Wakil Walikota terpilih yang 
tertunda dan tidak ikut pada pelantikan serentak 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dapat 
melakukan pelantikan secara bersamaan di Ibu 

kota Negara. 

Pasal 164B  

Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan 

dapat melantik Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota 
dan Wakil Walikota secara serentak. 

48. Ketentuan Pasal 165 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 165  

Ketentuan mengenai jadwal dan tata cara pelantikan 
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, 
serta Walikota dan Wakil Walikota diatur dengan 

Peraturan Presiden. 

 
 
 

49. Ketentuan . . . 
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49. Ketentuan ayat (2) dihapus sehingga Pasal 166 berbunyi 
sebagai berikut: 

Pasal 166 

(1) Pendanaan kegiatan Pemilihan dibebankan pada 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan 

dapat didukung oleh Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.  

(2) Dihapus. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan 

kegiatan Pemilihan yang bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dengan 
Peraturan Menteri.  

50. Ketentuan Pasal 173 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 173 

(1) Dalam hal Gubernur, Bupati, dan Walikota berhenti 
karena: 

a. meninggal dunia; 

b. permintaan sendiri; atau 

c. diberhentikan;  

maka Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil 
Walikota menggantikan Gubernur, Bupati, dan 

Walikota. 

(2) DPRD Provinsi menyampaikan usulan pengesahan 
pengangkatan Wakil Gubernur menjadi Gubernur 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada 
Presiden melalui Menteri untuk disahkan 

pengangkatannya sebagai Gubernur. 

(3) Dalam hal DPRD Provinsi tidak menyampaikan 
usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam 

waktu 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak 
Gubernur berhenti, Presiden berdasarkan usulan 
Menteri mengesahkan pengangkatan Wakil 

Gubernur sebagai Gubernur berdasarkan: 

a.  surat kematian; 

 
 
 

b. surat . . . 
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b.  surat pernyataan pengunduran diri dari 
Gubernur; atau 

c.  keputusan pemberhentian. 

(4) DPRD Kabupaten/Kota menyampaikan usulan 
pengangkatan dan pengesahan Wakil Bupati/Wakil 

Walikota menjadi Bupati/Walikota sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri melalui 

Gubernur untuk diangkat dan disahkan sebagai 
Bupati/Walikota. 

(5) Dalam hal DPRD Kabupaten/Kota tidak 

menyampaikan usulan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja 
terhitung sejak Bupati/Walikota berhenti, Gubernur 

menyampaikan usulan kepada Menteri dan Menteri 
berdasarkan usulan Gubernur mengangkat dan 

mengesahkan Wakil Bupati/Wakil Walikota sebagai 
Bupati/Walikota. 

(6) Dalam hal Gubernur tidak menyampaikan usulan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam waktu 
5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya 
usulan dari DPRD Kabupaten/Kota kepada 

Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4), 
Menteri berdasarkan usulan DPRD Kabupaten/Kota 

mengangkat dan mengesahkan Wakil Bupati/Wakil 
Walikota sebagai Bupati/Walikota.  

(7) Dalam hal Gubernur dan DPRD Kabupaten/Kota 

tidak menyampaikan usulan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), Menteri 

mengesahkan pengangkatan Wakil Bupati/Wakil 
Walikota menjadi Bupati/Walikota berdasarkan: 

a.  surat kematian; 

b.  surat pernyataan pengunduran diri dari 
Bupati/Walikota; atau 

c.  keputusan pemberhentian. 

(8) Ketentuan mengenai tata cara pengisian Gubernur, 
Bupati, dan Walikota diatur dalam Peraturan 

Pemerintah.  

 
 
 
 
 

51. Ketentuan . . . 



 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

- 53 - 
 

51. Ketentuan Pasal 174 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 174 

(1) Dalam hal Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati 
dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota 

secara bersama-sama tidak dapat menjalankan 
tugas karena alasan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 173 ayat (1), dilakukan pengisian jabatan 
melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD Provinsi 
atau DPRD Kabupaten/Kota. 

(2) Partai Politik atau gabungan Partai Politik 
pengusung yang masih memiliki kursi di Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah mengusulkan 2 (dua) 

pasangan calon kepada Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah untuk dipilih. 

(3) Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik 
pengusung tidak memiliki kursi di Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah pada saat dilakukan pengisian 

jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan 
Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota 
maka Partai Politik atau gabungan Partai Politik 

yang memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah mengusulkan pasangan calon paling sedikit 

20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi 

(4) Dalam hal Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati 
dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota 

yang berasal dari perseorangan secara bersama-
sama tidak dapat menjalankan tugas karena alasan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1), 
dilakukan pengisian jabatan melalui mekanisme 
pemilihan oleh DPRD Provinsi atau DPRD 

Kabupaten/Kota, yang calonnya diusulkan oleh 
Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang 
memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah 
kursi.  

(5) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melakukan proses 
pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat 
(3), dan ayat (4) berdasarkan perolehan suara 

terbanyak. 

 
 (6) Dewan . . . 
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(6) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyampaikan 
hasil pemilihan kepada Presiden melalui Menteri 

untuk Gubernur dan Wakil Gubernur dan kepada 
Menteri melalui Gubernur untuk Bupati dan Wakil 
Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. 

(7) Dalam hal sisa masa jabatan kurang dari 18 
(delapan belas) bulan, Presiden menetapkan 

penjabat Gubernur dan Menteri menetapkan 
penjabat Bupati/Walikota. 

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengisian jabatan 

melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat 
(3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur dengan 

Peraturan Pemerintah. 

52. Ketentuan Pasal 176 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 176 

(1) Dalam hal Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan 

Wakil Walikota berhenti karena meninggal dunia, 
permintaan sendiri, atau diberhentikan, pengisian 
Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota 

dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD 
Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan 

usulan dari Partai Politik atau gabungan Partai 
Politik pengusung.  

(2) Partai Politik atau gabungan Partai Politik 

pengusung mengusulkan 2 (dua) orang calon Wakil 
Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota 

kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui 
Gubernur, Bupati, atau Walikota, untuk dipilih 
dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah.  

(3) Dalam hal Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan 
Wakil Walikota berasal dari calon perseorangan 

berhenti karena meninggal dunia, permintaan 
sendiri, atau diberhentikan, pengisian Wakil 

Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota 
dilakukan melalui mekanisme pemilihan masing-
masing oleh DPRD Provinsi dan DPRD 

Kabupaten/Kota berdasarkan usulan Gubernur, 
Bupati, dan Walikota.  

 
(4) Pengisian . . . 
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(4) Pengisian kekosongan jabatan Wakil Gubernur, 
Wakil Bupati, dan Wakil Walikota dilakukan jika 

sisa masa jabatannya lebih dari 18 (delapan belas) 
bulan terhitung sejak kosongnya jabatan tersebut. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara 

pengusulan dan pengangkatan calon Wakil 
Gubernur, calon Wakil Bupati, dan calon Wakil 

Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam 
Peraturan Pemerintah. 

53. Di antara Pasal 177 dan Pasal 178 disisipkan 2 (dua) 
pasal, yakni Pasal 177A dan Pasal 177B yang berbunyi 
sebagai berikut: 

Pasal 177A 

(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan 

perbuatan melawan hukum memalsukan data dan 
daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
58, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 

12 (dua belas) bulan dan paling lama 72 (tujuh 
puluh dua) bulan dan denda paling sedikit 
Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling 

banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta 
rupiah). 

(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan oleh penyelenggara 
Pemilihan dan/atau saksi pasangan calon dipidana 

dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman 

pidana maksimumnya. 

Pasal 177B 

Anggota PPS, anggota PPK, anggota KPU Kabupaten/Kota, 

dan anggota KPU Provinsi yang dengan sengaja 
melakukan perbuatan melawan hukum tidak melakukan 
verifikasi dan rekapitulasi terhadap data dan daftar 

pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, dipidana 
dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh 

empat) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan 
dan denda paling sedikit Rp24.000.000,00 (dua puluh 
empat juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 

(tujuh puluh dua juta rupiah). 

 54. Di antara . . . 
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54. Di antara Pasal 178 dan Pasal 179 disisipkan 8 (delapan) 
pasal, yakni Pasal 178A sampai dengan Pasal 178H yang 

berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 178A 

Setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan 

sengaja melakukan perbuatan melawan hukum mengaku 
dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilih, 

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua 
puluh empat) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) 
bulan dan denda paling sedikit Rp24.000.000,00 (dua 

puluh empat juta rupiah) dan paling banyak 
Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).  

Pasal 178B 

Setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan 
sengaja melakukan perbuatan melawan hukum 

memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu atau 
lebih TPS, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 
36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 108 (seratus 

delapan) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 
(tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak 
Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah).  

Pasal 178C 

(1) Setiap orang yang tidak berhak memilih yang 

dengan sengaja pada saat pemungutan suara 
memberikan suaranya 1 (satu) kali atau lebih pada 1 
(satu) TPS atau lebih dipidana dengan pidana 

penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan 
dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan 

denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh 
enam juta rupiah) dan paling banyak 
Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). 

(2) Setiap orang yang dengan sengaja menyuruh orang 

yang tidak berhak memilih memberikan suaranya 1 
(satu) kali atau lebih pada 1 (satu) TPS atau lebih 

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 
(tiga puluh enam) bulan dan paling lama 144 
(seratus empat puluh empat) bulan dan denda 

paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam 
juta rupiah) dan paling banyak Rp144.000.000,00 
(seratus empat puluh empat juta rupiah). 

 
(3) Dalam . . . 
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(3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dilakukan oleh penyelenggara 
Pemilihan dipidana dengan pidana yang sama 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah           
1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana maksimumnya. 

Pasal 178D 

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan 
melawan hukum menggagalkan pemungutan suara 

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga 
puluh enam) bulan dan paling lama 108 (seratus 
delapan) bulan dan denda paling sedikit 

Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling 
banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). 

Pasal 178E 

(1) Setiap orang yang dengan sengaja memberi 
keterangan tidak benar, mengubah, merusak, 

menghilangkan hasil pemungutan dan/atau hasil 
penghitungan suara, dipidana dengan pidana 
penjara paling singkat 48 (empat puluh delapan) 

bulan dan paling lama 144 (seratus empat puluh 
empat) bulan dan denda paling sedikit 

Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) 
dan paling banyak Rp144.000.000,00 (seratus empat 
puluh empat juta rupiah).  

(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan oleh penyelenggara 

Pemilihan dan/atau saksi pasangan calon dipidana 
dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman 
pidana maksimumnya. 

Pasal 178F 

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan 
melawan hukum menggagalkan pleno penghitungan 
suara tahap akhir yang dilakukan di KPU Provinsi atau 

KPU Kabupaten/Kota pemungutan suara dipidana 
dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh 

enam) bulan dan paling lama 144 (seratus empat puluh 
empat) bulan dan denda paling sedikit Rp100.000.000,00 
(seratus juta rupiah) dan paling banyak 

Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). 

 Pasal 178G . . . 
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Pasal 178G 

Setiap orang yang dengan sengaja pada waktu 
pemungutan suara mendampingi seorang pemilih yang 
bukan pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang 

mempunyai halangan fisik lain, dipidana dengan pidana 
penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling 
lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling 

sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan 
paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta 

rupiah). 

Pasal 178H 

Setiap orang yang membantu pemilih untuk 
menggunakan hak pilih dengan sengaja memberitahukan 
pilihan pemilih kepada orang lain, dipidana dengan 

pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan 
paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling 

sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan 
paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta 
rupiah). 

55. Ketentuan Pasal 180 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 180 

(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan 
perbuatan melawan hukum menghilangkan hak 
seseorang menjadi Calon Gubernur/Calon Wakil 

Gubernur, Calon Bupati/Calon Wakil Bupati, dan 
Calon Walikota/Calon Wakil Walikota, dipidana 

dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh 
enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) 
bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga 

puluh enam juta rupiah) dan paling banyak 
Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).  

(2) Setiap orang yang karena jabatannya dengan sengaja 
melakukan perbuatan melawan hukum 

menghilangkan hak seseorang menjadi 
Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, 

dan Walikota/Wakil Walikota atau meloloskan calon 
dan/atau pasangan calon yang tidak memenuhi 
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 

dan Pasal 45, dipidana dengan pidana penjara paling 
singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 

96 (sembilan puluh enam) bulan dan denda paling 
sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta 
rupiah) dan paling banyak Rp96.000.000,00 

(sembilan puluh enam juta rupiah).  
56. Di antara . . . 
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56. Di antara Pasal 182 dan Pasal 183 disisipkan 2 (dua) 

pasal, yakni Pasal 182A dan Pasal 182B sehingga 
berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 182A 

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan 
melawan hukum menggunakan kekerasan, ancaman 
kekerasan, dan menghalang-halangi seseorang yang akan 

melakukan haknya untuk memilih, dipidana dengan 
pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) 

bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan 
denda paling sedikit Rp24.000.000,00 (dua puluh empat 
juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh 

puluh dua juta rupiah).  

Pasal 182B 

Seorang majikan atau atasan yang tidak memberikan 
kesempatan kepada seorang pekerja untuk memberikan 
suaranya, kecuali dengan alasan bahwa pekerjaan 

tersebut tidak bisa ditinggalkan diancam dengan pidana 
penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan 
paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling 

sedikit Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) 
dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua 

juta rupiah).  

57. Di antara Pasal 185 dan Pasal 186 disisipkan 2 (dua) 
pasal, yakni Pasal 185A dan Pasal 185B sehingga 

berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 185A 

(1) Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan 
daftar dukungan terhadap calon perseorangan 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, 
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 
(tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh 

puluh dua) bulan dan denda paling sedikit 
Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan 

paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua 
juta rupiah).   

(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan oleh penyelenggara 

Pemilihan dipidana dengan pidana yang sama 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan 
ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana 

maksimumnya. 
Pasal 185B . . . 
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Pasal 185B 

Anggota PPS, anggota PPK, anggota KPU 
Kabupaten/Kota, anggota KPU Provinsi, dan/atau 
petugas yang diberikan kewenangan melakukan 

verifikasi dan rekapitulasi yang dengan sengaja 
melakukan perbuatan melawan hukum tidak 
melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap 

dukungan calon perseorangan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 48, dipidana dengan pidana penjara paling 

singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 
(tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit 
Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan 

paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta 
rupiah).  

58. Di antara Pasal 186 dan Pasal 187 disisipkan 1 (satu) 

pasal, yakni Pasal 186A sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 186A 

(1) Ketua dan sekretaris Partai Politik tingkat Provinsi 
dan/atau tingkat Kabupaten/Kota yang 

mendaftarkan pasangan calon sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4), ayat (5), dan 

ayat (6) yang tidak didasarkan pada surat 
keputusan pengurus Partai Politik tingkat Pusat 
tentang Persetujuan atas calon yang diusulkan oleh 

pengurus Partai Politik tingkat Provinsi dan/atau 
pengurus Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota, 

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 
(tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh 
puluh dua) bulan dan denda paling sedikit 

Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan 
paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua 
juta rupiah).   

(2) Penyelenggara Pemilihan yang menetapkan 
pasangan calon yang didaftarkan sebagai peserta 

Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga) 

dari ancaman pidana maksimumnya. 

 
 59. Di antara . . . 
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59. Di antara Pasal 187 dan Pasal 188 disisipkan 4 (empat) 
pasal, yakni Pasal 187A sampai dengan Pasal 187D 

sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 187A 

(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan 

perbuatan melawan hukum menjanjikan  atau  
memberikan  uang  atau  materi  lainnya sebagai 

imbalan kepada warga negara Indonesia baik 
secara langsung ataupun tidak langsung untuk 
mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan 

hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara 
tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih 
calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu 

sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) 
dipidana  dengan  pidana penjara paling singkat 36 

(tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh 
puluh dua) bulan dan  denda  paling sedikit 
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)  dan 

paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar 
rupiah). 

(2) Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang 

dengan sengaja melakukan perbuatan melawan 
hukum menerima pemberian atau janji 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

Pasal 187B 

Anggota Partai Politik atau anggota gabungan Partai 

Politik yang dengan sengaja melakukan perbuatan 
melawan hukum menerima imbalan dalam bentuk 

apapun pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil 
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan 
Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 

ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 
36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh 
puluh dua) bulan dan denda paling sedikit 

Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling 
banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).  

 

 

 

 

Pasal 187C . . . 
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Pasal 187C 

Setiap orang atau lembaga yang terbukti dengan sengaja 

melakukan perbuatan melawan hukum memberi 
imbalan pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil 
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan 

Wakil Walikota maka penetapan sebagai calon, 
pasangan calon terpilih, atau sebagai Gubernur, Wakil 

Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil 
Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47        
ayat (5), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 

24 (dua puluh empat) bulan dan pidana penjara paling 
lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit 
Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling 

banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). 

Pasal 187D 

Pengurus lembaga pemantau Pemilihan yang melanggar 
ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 128, dipidana dengan pidana penjara paling 

singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 
(tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit 
Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan 

paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta 
rupiah).  

60. Di antara Pasal 190 dan Pasal 191 disisipkan 1 (satu) 
pasal, yakni Pasal 190A sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 190A 

Penyelenggara Pemilihan, atau perusahaan yang dengan 

sengaja melakukan perbuatan melawan hukum 
merubah  jumlah surat suara yang dicetak sama dengan 
jumlah Pemilih tetap ditambah dengan 2,5% (dua 

setengah persen) dari jumlah Pemilih tetap sebagai 
cadangan, yang ditetapkan dengan Keputusan KPU 
Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) dipidana dengan 
pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) 

bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan 
denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta 
rupiah) dan paling banyak Rp7.500.000.000,00 (tujuh 

milyar lima ratus juta rupiah). 

 
61. Ketentuan . . . 
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61. Ketentuan Pasal 193 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 193 

(1) Dalam hal KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota 
tidak menetapkan pemungutan dan/atau 

penghitungan suara ulang di TPS sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 112 dan Pasal 113 

berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas 
Kabupaten/Kota tanpa alasan yang dibenarkan 
berdasarkan Undang-Undang ini, anggota KPU 

Provinsi dan anggota KPU Kabupaten/Kota dipidana 
dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh 
enam) bulan dan paling lama 144 (seratus empat 

puluh empat) bulan dan denda paling sedikit 
Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan 

paling banyak Rp144.000.000,00 (seratus empat 
puluh empat juta rupiah). 

(2) Dalam hal KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota 

tidak menetapkan pemilihan lanjutan dan/atau 
pemilihan susulan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 120 dan Pasal 121 berdasarkan putusan 

Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota 
tanpa alasan yang dibenarkan berdasarkan Undang-

Undang ini, anggota KPU Provinsi dan anggota KPU 
Kabupaten/Kota dipidana dengan pidana penjara 
paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling 

lama 144 (seratus empat puluh empat) bulan dan 
denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh 

enam juta rupiah) dan paling banyak 
Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta 
rupiah). 

(3) Ketua dan anggota KPPS, ketua dan anggota PPK, 
ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota, atau ketua 
dan anggota KPU  Provinsi yang dengan sengaja 

melakukan perbuatan melawan hukum tidak 
membuat dan/atau menandatangani berita acara 

perolehan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil 
Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil 
Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon 

Wakil Walikota, dipidana dengan pidana penjara 
paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 

60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit 
Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling 
banyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). 

(4) Ketua . . . 
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(4) Ketua dan anggota KPPS yang dengan sengaja tidak 
melaksanakan ketetapan KPU Provinsi dan KPU 

Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pemungutan 
suara ulang di TPS, dipidana dengan pidana penjara 
paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 

60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit 
Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling 

banyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). 

(5) Setiap KPPS yang dengan sengaja tidak memberikan 
salinan 1 (satu) eksemplar berita acara pemungutan 

dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil 
penghitungan suara pada saksi calon Gubernur dan 
calon Wakil Gubernur, calon Bupati dan calon Wakil 

Bupati, serta calon Walikota dan calon Wakil 
Walikota, PPL, PPS dan PPK melalui PPS 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (12) 
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 
(dua belas) bulan dan paling lama 60 (enam puluh) 

bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua 
belas juta rupiah) dan paling banyak 
Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). 

(6) Setiap KPPS yang tidak menjaga, mengamankan 
keutuhan kotak suara, dan menyerahkan kotak 

suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara 
pemungutan suara, dan sertifikat hasil penghitungan 
suara kepada PPK pada Hari yang sama sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 20 huruf q, dipidana dengan 
pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan 

dan paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda 
paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta 
rupiah) dan paling banyak Rp60.000.000,00 (enam 

puluh juta rupiah). 

(7) Setiap PPS yang tidak mengumumkan hasil 
penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah 

kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, 
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 

(dua belas) bulan dan paling lama 60 (enam puluh) 
bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua 
belas juta rupiah) dan paling banyak 

Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). 

 
 
 

62. Di antara . . . 
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62. Di antara Pasal 193 dan Pasal 194 disisipkan 2 (dua) 
pasal, yakni Pasal 193A dan Pasal 193B yang berbunyi 

sebagai berikut: 

Pasal 193A 

(1) Ketua dan/atau anggota KPU Provinsi yang 

melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 12, dipidana dengan pidana penjara paling 

singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 144 
(seratus empat puluh empat) bulan dan denda paling 
sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan 

paling banyak Rp144.000.000,00 (seratus empat 
puluh empat juta rupiah).  

(2) Ketua dan/atau anggota KPU Kabupaten/Kota yang 

melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 14, dipidana dengan pidana penjara paling 

singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 144 
(seratus empat puluh empat) bulan dan denda paling 
sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan 

paling banyak Rp144.000.000,00 (seratus empat 
puluh empat juta rupiah).  

Pasal 193B 

(1) Ketua dan/atau anggota Bawaslu Provinsi yang 
melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 29, dipidana dengan pidana penjara paling 
singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 144 
(seratus empat puluh empat) bulan dan denda paling 

sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan 
paling banyak Rp144.000.000,00 (seratus empat 

puluh empat juta rupiah).  

(2) Ketua dan/atau anggota Panwas Kabupaten/Kota 
yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 32, dipidana dengan pidana penjara 
paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 
144 (seratus empat puluh empat) bulan dan denda 

paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta 
rupiah) dan paling banyak Rp144.000.000,00 

(seratus empat puluh empat juta rupiah).  

 
 
 
 

63. Ketentuan . . . 
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63. Ketentuan Pasal 196 dihapus. 

64. Di antara Pasal 198 dan Pasal 199 disisipkan 1 (satu) 
pasal, yakni Pasal 198A sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 198A 

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindak 
kekerasan atau menghalang-halangi Penyelenggara 
Pemilihan dalam melaksanakan tugasnya, dipidana 

dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) 
bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan 

denda  paling  sedikit Rp12.000.000,00  (dua belas juta 
rupiah) dan paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh 
empat juta rupiah). 

65. Di antara Pasal 200 dan Pasal 201 disisipkan 1 (satu) 
pasal, yakni Pasal 200A sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 200A 

(1) Seleksi Penerimaan PPK dan PPS yang telah 

dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-Undang 
ini, tetap berlaku dan dalam jangka waktu paling 
lama 1 (satu) tahun harus menyesuaikan dengan 

Pasal 16 dan Pasal 19 Undang-Undang ini. 

(2) Pengawasan terhadap tahapan rekrutmen PPK, PPS, 

dan KPPS yang telah dilaksanakan sebelum 
berlakunya Undang-Undang ini tetap berlaku dan 
dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun 

harus menyesuaikan dengan Pasal 30 huruf a 
angka 1 Undang-Undang ini. 

(3) Surat keterangan sementara dari kepala dinas yang 

menyelenggarakan urusan kependudukan dan 
catatan sipil di kabupaten/kota setempat, baik 

sebagai syarat dukungan calon perseorangan 
maupun sebagai syarat terdaftar sebagai pemilih 
dapat dipergunakan paling lambat sampai dengan 

bulan Desember 2018. 

 
 
 
 

(4) Syarat . . . 
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(4) Syarat dukungan calon perseorangan maupun 
sebagai syarat terdaftar sebagai pemilih 

menggunakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik 
terhitung sejak bulan Januari 2019. 

(5) Pelantikan pasangan calon terpilih hasil Pemilihan 

tahun 2017 dan tahun 2018 dapat dilakukan 
secara serentak bertahap. 

66. Ketentuan Pasal 201 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 201 

(1) Pemungutan suara serentak dalam Pemilihan 
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 
Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang 

masa jabatannya berakhir pada tahun 2015 dan 
bulan Januari sampai dengan bulan Juni tahun 

2016 dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang 
sama pada bulan Desember tahun 2015. 

(2) Pemungutan suara serentak dalam Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 
Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang 
masa jabatannya berakhir pada bulan Juli sampai 

dengan bulan Desember tahun 2016 dan yang masa 
jabatannya berakhir pada tahun 2017 dilaksanakan 

pada tanggal dan bulan yang sama pada bulan 
Februari tahun 2017. 

(3) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 

Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil 
Pemilihan tahun 2017 menjabat sampai dengan 

tahun 2022. 

(4) Pemungutan suara serentak dalam Pemilihan 
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 

Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang 
masa jabatannya berakhir pada tahun 2018 dan 
tahun 2019 dilaksanakan pada tanggal dan bulan 

yang sama pada bulan Juni tahun 2018. 

(5) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 

Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil 
Pemilihan tahun 2018 menjabat sampai dengan 
tahun 2023. 

 (6) Pemungutan . . . 
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(6) Pemungutan suara serentak Gubernur dan Wakil 
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota 

dan Wakil Walikota hasil pemilihan tahun 2015 
dilaksanakan pada bulan September tahun 2020. 

(7) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 

Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil 
Pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan 

tahun 2024. 

(8) Pemungutan suara serentak nasional dalam 
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati 

dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil 
Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan 

November 2024. 

(9) Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan 

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta 
Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa 
jabatannya tahun 2022 sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) dan yang berakhir masa jabatannya 
pada tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat 
(5), diangkat penjabat Gubernur, penjabat Bupati, 

dan penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya 
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 

Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui 
Pemilihan serentak nasional pada tahun 2024. 

(10) Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur, 

diangkat penjabat Gubernur yang berasal dari 
jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan 

pelantikan Gubernur sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(11) Untuk mengisi kekosongan jabatan 

Bupati/Walikota, diangkat penjabat 
Bupati/Walikota yang berasal dari jabatan 
pimpinan tinggi pratama sampai dengan pelantikan 

Bupati, dan Walikota sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(12) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan 
Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
ayat (2), ayat (4), ayat (6), dan ayat (8) diatur dengan 

Peraturan KPU. 

 
 
 

67. Di antara . . . 
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67. Di antara Pasal 205A dan Pasal 206 disisipkan 2 (dua) 
pasal, yakni Pasal 205B dan Pasal 205C sehingga 
berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 205B 

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua 

Peraturan Perundang-undangan yang merupakan 
peraturan pelaksanaan dari: 

a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota 
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678); 
dan 

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota 
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656); 

dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak 
bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang 
ini. 

Pasal 205C 

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus 
ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak 

Undang-Undang ini diundangkan.  

 

Pasal II 

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

 

 

 

 

Agar . . . 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya 

dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 

 
 

 

 

  

 Disahkan di Jakarta 

 pada tanggal 1 Juli 2016 

  PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
 

ttd. 
 

    JOKO WIDODO 

 

 Diundangkan di Jakarta 

 pada tanggal 1 Juli 2016 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

         ttd. 
 

                    YASONNA H. LAOLY  

 

    
   

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 130 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PENJELASAN 

ATAS 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  

NOMOR 10 TAHUN 2016 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 
TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI  

UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN 
GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG 

 

 

I. UMUM 
 

Ketentuan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa Gubernur, Bupati, dan 
Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, 

kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Untuk mewujudkan 
amanah tersebut telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi 
Undang-Undang. 

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 
dirasakan masih menyisakan sejumlah kendala dalam pelaksanaannya. Di 

sisi lain, beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 
perlu diselaraskan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi sehingga perlu 
disempurnakan. Beberapa penyempurnaan tersebut, antara lain: 

a. tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi, antara lain terkait: 

1) persyaratan atas kewajiban bagi pegawai negeri sipil untuk 

menyatakan pengunduran diri sejak penetapan sebagai pasangan 
calon pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan 
Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; 

2) persyaratan atas kewajiban bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
untuk menyatakan pengunduran diri sejak penetapan sebagai 

pasangan calon pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 
Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; 

 

 
3) Persyaratan . . . 
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3) persyaratan terkait mantan terpidana dapat maju sebagai pasangan 
calon pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan 
Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota jika telah 

mengumumkan kepada masyarakat luas bahwa yang bersangkutan 
pernah menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang 

telah memperoleh kekuatan hukum; 

4) dihapusnya persyaratan tidak memiliki konflik kepentingan dengan 
petahana; 

5) pengaturan terkait pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil 
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil 
Walikota jika hanya terdapat 1 (satu) pasangan; 

b. penegasan terkait pemaknaan atas nomenklatur Petahana untuk 
menghindari multitafsir dalam implementasinya; 

c. pengaturan mengenai pendanaan kegiatan Pemilihan Gubernur dan 
Wakil  Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil 
Walikota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

dan dapat didukung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

d. penyederhanaan penyelesaian sengketa proses pada setiap tahapan 

pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, 
serta Walikota dan Wakil Walikota agar keserentakan pencoblosan 

maupun pelantikan dapat terjamin; 

e. penetapan mengenai waktu pemungutan suara untuk pemilihan 
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta 

Walikota dan Wakil Walikota pada tahun 2020 dan 2024; 

f. pengaturan mengenai pelantikan serentak Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota 
dilantik secara serentak oleh Presiden di ibu kota Negara serta 
penegasan terkait waktu pelantikan agar selaras dengan kebijakan 

penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan 
Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara serentak, yang 
pelantikan tersebut dilaksanakan pada akhir masa jabatan Gubernur 

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan 
Wakil Walikota sebelumnya yang paling akhir; 

g. pengaturan sanksi yang jelas bagi yang melakukan politik uang (money 
politic) dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan 

Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; 

h. pengaturan terkait pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, 
Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota yang 

diberhentikan.  

Selain . . . 
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Selain hal tersebut, Undang-Undang ini juga menyempurnakan 
beberapa ketentuan teknis lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan 

Pemilihan. 

 
II.  PASAL DEMI PASAL 

 
Pasal I 

Angka 1 
Pasal 7 

Ayat (1)  

Cukup jelas. 
 

Ayat (2)  
Huruf a 

Cukup jelas. 
Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 
Cukup jelas. 

Huruf d 
Dihapus. 

Huruf e 

Cukup jelas. 
Huruf f 

Cukup jelas. 
Huruf g 

Yang dimaksud dengan “mantan terpidana” 

adalah orang yang sudah tidak ada hubungan 
baik teknis (pidana) maupun administratif 
dengan menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi 
manusia, kecuali mantan terpidana bandar 

narkoba dan terpidana kejahatan seksual 
terhadap anak. 

Huruf h 

Cukup jelas. 
Huruf i 

Yang dimaksud dengan “melakukan perbuatan 
tercela” antara lain judi, mabuk, 
pemakai/pengedar narkotika, dan berzina, serta 

perbuatan melanggar kesusilaan lainnya. 
Huruf j 

Cukup jelas. 

 
 Huruf k . . . 
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Huruf k 
Yang dimaksud dengan “merugikan keuangan 

negara” adalah kekurangan uang, surat 
berharga, dan barang, yang nyata dan pasti 
jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan 

hukum baik sengaja maupun lalai.  
Huruf l 

Cukup jelas. 
Huruf m 

Cukup jelas. 

Huruf n 
Cukup jelas. 

Huruf o 

Cukup jelas. 
Huruf p 

Cukup jelas. 
Huruf q 

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah 

penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan 
penjabat Walikota mengundurkan diri untuk 
mencalonkan diri menjadi Gubernur, Wakil 

Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, atau 
Wakil Walikota. 

Huruf r 
Dihapus. 

Huruf s 

Cukup jelas. 
Huruf t 

Cukup jelas. 
Huruf u 

Cukup jelas. 
 

Angka 2 
Pasal 9 

Cukup jelas. 

 
Angka 3 

Pasal 10 
Huruf a 

Cukup jelas. 

 
Huruf b 

Cukup jelas. 

 
 

 

Huruf b1 . . . 
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Huruf b1 
Yang dimaksud dengan “segera” yakni tidak 

melampaui tahapan berikutnya. 
Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 
Cukup jelas. 

 

Angka 4 

Pasal 16  
Cukup jelas. 

 

Angka 5 

Pasal 19 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Yang dimaksud dengan “Anggota PPS” adalah orang 

yang diangkat, berasal, dan berdomisili di wilayah 
kelurahan/desa setempat. 

 

Angka 6 

Pasal 20  
Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 
Cukup jelas. 

Huruf c 

Yang dimaksud dengan “verifikasi dukungan calon 
perseorangan” adalah penelitian mengenai keabsahan 

surat pernyataan dukungan, fotokopi Kartu Tanda 
Penduduk Elektronik, pembuktian tidak adanya 
dukungan ganda, tidak adanya pendukung yang telah 

meninggal dunia, tidak adanya pendukung yang 
sudah tidak lagi menjadi penduduk di wilayah yang 

bersangkutan, atau tidak adanya pendukung yang 
tidak mempunyai hak pilih.  
 

Yang dimaksud dengan “rekapitulasi dukungan calon 

perseorangan” adalah pembuatan rincian nama-nama 
pendukung calon perseorangan berdasarkan hasil 
verifikasi yang ditandatangani oleh ketua dan anggota 

PPS serta diketahui oleh kepala kelurahan/kepala 
desa atau sebutan lain. 

 Huruf d . . . 
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Huruf d 
Cukup jelas. 

Huruf e 
Cukup jelas. 

Huruf f 

Cukup jelas. 
Huruf g 

Cukup jelas. 
Huruf h 

Cukup jelas. 

Huruf i 
Cukup jelas. 

Huruf j 

Cukup jelas. 
Huruf k 

Cukup jelas. 
Huruf l 

Cukup jelas. 

Huruf m 
Dihapus. 

Huruf n 

Dihapus. 
Huruf o 

Dihapus. 
Huruf p 

Dihapus. 

Huruf q 
Cukup jelas. 

Huruf r 
Cukup jelas. 

Huruf s 

Cukup jelas. 
Huruf t 

Cukup jelas. 

Huruf u 
Cukup jelas. 

Huruf v 
Cukup jelas. 

Huruf w 

Cukup jelas. 
Huruf x 

Cukup jelas. 
 
 
 
 

Angka 7 . . . 
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Angka 7 
Pasal 21 

Cukup jelas. 
 

Angka 8 

Pasal 22B  
Cukup jelas.  

 
Angka 9 

Pasal 30  

Cukup jelas. 
 

Angka 10 
Pasal 33 

Cukup jelas. 
 

Angka 11 
Pasal 40 

Ayat (1) 
Yang dimaksud dengan “jumlah kursi” adalah 

perolehan kursi yang dihitung dari jumlah kursi Partai 
Politik/gabungan Partai Politik. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 
Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Ayat (5) 
Cukup jelas. 

 

Angka 12 

Pasal 40A 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Yang dimaksud “putusan pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap” adalah putusan 

pengadilan tingkat pertama, banding, dan kasasi yang 
telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 
 

 
 

 

Ayat (4) . . . 
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Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Ayat (5) 
Cukup jelas. 

 

Angka 13 

Pasal 41 
Cukup jelas. 

 

Angka 14 

Pasal 42 
Cukup jelas. 

 

Angka 15 

Pasal 45 
Cukup jelas. 

 

Angka 16 

Pasal 48 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Yang dimaksud dengan “KPU Provinsi atau KPU 
Kabupaten/Kota dan dapat berkoordinasi dengan 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi 
atau Kabupaten/Kota” antara lain dengan 

menggunakan sistem dan aplikasi yang bisa 
diperbantukan atau dipinjamkan berupa peralatan 
dan tenaga teknis.  

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Ayat (5) 
Cukup jelas. 

Ayat (6) 

Cukup jelas. 
Ayat (7) 

Cukup jelas. 

Ayat (8) 
Cukup jelas. 

Ayat (9) 
Cukup jelas. 
 

 
 

Ayat (10) . . . 
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Ayat (10) 
Cukup jelas. 

Ayat (11) 
Cukup jelas. 

Ayat (12) 

Cukup jelas. 
Ayat (13) 

Cukup jelas. 
Ayat (14) 

Cukup jelas. 

Ayat (15) 
Cukup jelas. 

 

Angka 17 

Pasal 54 
Cukup jelas. 

 

Angka 18 

Pasal 54A 
Cukup jelas. 

 
Pasal 54B 

Cukup jelas. 

 
Pasal 54C 

Cukup jelas. 

 
Pasal 54D 

Cukup jelas. 
 

Angka 19 
Pasal 57 

Cukup jelas. 
 

Angka 20  
Pasal 58 

Ayat (1) 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 
Ayat (3) 

Yang dimaksud dengan “pemutakhiran” adalah 
menambah dan/atau mengurangi calon pemilih sesuai 
dengan kondisi nyata di lapangan, bukan untuk 
merubah elemen data yang bersumber dari DP4. 
 Ayat (4) . . . 
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Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Ayat (5) 
Cukup jelas. 

Ayat (6) 

Cukup jelas. 
Ayat (7) 

Cukup jelas. 
Ayat (8) 

Cukup jelas. 

Ayat (9) 
Cukup jelas. 

 

Angka 21 

Pasal 59 
Cukup jelas. 

 

Angka 22 

Pasal 61 
Cukup jelas 

 

Angka 23 
Pasal 63 

Cukup jelas. 
 

Angka 24 
Pasal 65 

Cukup jelas. 
 

Angka 25 
Pasal 68 

Cukup jelas. 
 

Angka 26 
Pasal 70 

Cukup jelas. 
 

Angka 27 
Pasal 71 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “pejabat negara” adalah yang 
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang 

mengatur mengenai Aparatur Sipil Negara. 
 

Yang . . . 
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Yang dimaksud dengan “pejabat daerah” adalah yang 
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang 

mengatur mengenai Pemerintahan Daerah. 
Ayat (2) 

Dalam hal terjadi kekosongan jabatan, maka 

Gubernur, Bupati, dan Walikota menunjuk pejabat 
pelaksana tugas. 

 
Yang dimaksud dengan “penggantian” adalah hanya 
dibatasi untuk mutasi dalam jabatan. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 
Ayat (5) 

Cukup jelas. 
Ayat (6) 

Cukup jelas. 
 

 Angka 28 
Pasal 73 

Ayat (1) 

Yang tidak termasuk “memberikan uang atau materi 
lainnya” meliputi pemberian biaya makan  minum 

peserta kampanye, biaya transpor peserta kampanye, 
biaya pengadaan bahan kampanye pada pertemuan 
terbatas dan/atau pertemuan tatap muka dan dialog, 

dan hadiah lainnya berdasarkan nilai kewajaran dan 
kemahalan suatu daerah yang ditetapkan dengan 
Peraturan KPU.  

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 
Ayat (5) 

Cukup jelas. 
 

 Angka 29 
Pasal 74 

Ayat (1) 
Cukup jelas. 
 

 
 Ayat (2) . . . 
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Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 
Ayat (5) 

Cukup jelas. 
Ayat (6) 

Yang dimaksud dengan “sumbangan yang bukan 

dalam bentuk uang” adalah pemberian sebagai 
bantuan atau sokongan yang bersifat sukarela dalam 
bentuk barang atau kegiatan. 

Ayat (7) 
Cukup jelas. 

Ayat (8) 
Cukup jelas. 

Ayat (9) 

Cukup jelas. 
 

 Angka 30 
Pasal 85 

Cukup jelas. 
 

 Angka 31 
Pasal 107 

Cukup jelas. 

 
Angka 32 

Pasal 109 

Cukup jelas. 
 

Angka 33 
Pasal 133A 

Cukup jelas. 
 

Angka 34 

Pasal 135A 
Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “terstruktur” adalah 

kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, 
baik aparat pemerintah maupun penyelenggara 
Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama. 

 
Yang . . . 
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Yang dimaksud dengan “sistematis” adalah 
pelanggaran yang direncanakan secara matang, 

tersusun, bahkan sangat rapi. 
 
Yang dimaksud dengan “masif” adalah dampak 

pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap 
hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 
Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 
Cukup jelas. 

Ayat (6) 
Cukup jelas. 

Ayat (7) 

Cukup jelas. 
Ayat (8) 

Cukup jelas. 

Ayat (9) 
Cukup jelas. 

Ayat (10) 
Cukup jelas. 

 

Angka 35 

Pasal 144 
Cukup jelas. 
 

Angka 36 
Pasal 146 

Cukup jelas. 
 

Angka 37 

Pasal 152 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 
 

 
 

 

Ayat (4) . . . 
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Ayat (4) 
Yang dimaksud dengan “Peraturan Bersama” adalah 

peraturan yang dibuat Kepala Kepolisian Negara 
Republik Indonesia, Kepala Kejaksaan Agung Republik 
Indonesia, dan Ketua Bawaslu Republik Indonesia 

paling sedikit memuat ketentuan mengenai tata cara 
pengajuan dan penanganan laporan atau keberatan, 

pola hubungan, dan tata kerja, dan penempatan 
personil.  

Ayat (5) 

Cukup jelas. 
 

Angka 38 
Pasal 153 

Cukup jelas. 
 

Angka 39 
Pasal 154 

Cukup jelas. 
 

Angka 40 
Pasal 156 

Cukup jelas. 
  

Angka 41 
Pasal 157 

Cukup jelas. 
 

Angka 42 
Pasal 158 

Cukup jelas. 

 
Angka 43 

Pasal 160A 
Cukup jelas. 

 

Angka 44 

Pasal 162 
Cukup jelas. 

 

Angka 45 

Pasal 163 
Ayat (1) 

Pelaksanaan serah terima jabatan Gubernur 

dilakukan di ibu kota Provinsi. 
 Ayat (2) . . . 
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Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 
Ayat (5) 

Cukup jelas. 
Ayat (6) 

Cukup jelas. 

Ayat (7) 
Cukup jelas. 

Ayat (8) 

Cukup jelas. 
 

Angka 46 
Pasal 164 

Ayat (1) 

Pelaksanaan serah terima jabatan Bupati/Walikota 
dilakukan di ibu kota Kabupaten/Kota. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 
Ayat (3) 

Cukup jelas. 
Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 
Cukup jelas. 

Ayat (6) 
Cukup jelas. 

Ayat (7) 

Cukup jelas. 
Ayat (8) 

Cukup jelas. 
 

Angka 47 
Pasal 164A 

Cukup jelas. 
Pasal 164B 

Cukup jelas. 
 

Angka 48 
Pasal 165 

Cukup jelas. 

 
 

Angka 49 . . . 
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Angka 49 
Pasal 166 

Cukup jelas. 
 

Angka 50 

Pasal 173 
Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “berhenti” adalah yang 
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang 
mengatur mengenai Pemerintahan Daerah. 

Ayat (2) 
Usulan yang disampaikan DPRD Provinsi kepada 
Presiden melalui Menteri merupakan calon Gubernur 

yang diumumkan dalam rapat paripurna DPRD 
Provinsi. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Usulan yang disampaikan DPRD Kabupaten/Kota 
kepada Menteri melalui Gubernur merupakan calon 
Bupati/Walikota yang diumumkan dalam rapat 

paripurna DPRD Kabupaten/Kota. 
Ayat (5) 

Cukup jelas. 
Ayat (6) 

Cukup jelas. 

Ayat (7) 
Cukup jelas. 

Ayat (8) 
Cukup jelas. 

 

Angka 51 

Pasal 174 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Yang dimaksud dengan “Partai Politik atau gabungan 

Partai Politik pengusung mengusulkan 2 (dua) 
pasangan calon” adalah Partai Politik atau gabungan 
Partai Politik pengusung  yang masih memiliki kursi di 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada saat dilakukan 
pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, 
Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil 

Walikota melalui Dewan Perwakilan Rakyat  Daerah. 
 

 
Ayat (3) . . . 
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Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 
Ayat (6) 

Cukup jelas.   
Ayat (7) 

Cukup jelas. 

Ayat (8) 
Cukup jelas. 

 

Angka 52 

Pasal 176 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Yang dimaksud dengan “gabungan Partai Politik 

pengusung mengusulkan 2 (dua) orang” adalah calon 
Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota 
yang diusulkan gabungan Partai Politik berjumlah 2 

(dua) orang calon. 
Ayat (3) 

Cukup jelas. 
Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 
Cukup jelas. 

 

Angka 53 

Pasal 177A 
Cukup jelas. 

Pasal 177B 

Cukup jelas. 
   

Angka 54 
Pasal 178A 

Cukup jelas. 

 
Pasal 178B 

Cukup jelas. 
 
 

 
 

Pasal 178C . . . 
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Pasal 178C 
Cukup jelas. 

 
Pasal 178D 

Cukup jelas. 

 
Pasal 178E 

Cukup jelas. 
 

Pasal 178F 

Cukup jelas. 
 

Pasal 178G 

Cukup jelas. 
 

Pasal 178H 
Cukup jelas. 
 

Angka 55 
Pasal 180 

Cukup jelas. 
 

Angka 56 
Pasal 182A 

Cukup jelas. 
 

Pasal 182B 

Cukup jelas. 
 

Angka 57 
Pasal 185A 

Cukup jelas. 
 

Pasal 185B 

Cukup jelas. 
 

Angka 58 

Pasal 186A 
Cukup jelas. 
 

Angka 59 
Pasal 187A 

Cukup jelas. 

 
 

 

Pasal 187B . . . 
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Pasal 187B 
Cukup jelas. 

 
Pasal 187C 

Cukup jelas. 

 
Pasal 187D 

Cukup jelas. 
 

Angka 60 

Pasal 190A 
Cukup jelas. 

 

Angka 61 

Pasal 193 
Cukup jelas. 

 

Angka 62 

Pasal 193A 
Cukup jelas. 

 
Pasal 193B 

Cukup jelas. 
 

Angka 63 
Pasal 196 

Dihapus. 
 

Angka 64 
Pasal 198A 

Cukup jelas. 
 

Angka 65 
Pasal 200A 

Cukup jelas. 
 

Angka 66 
Pasal 201 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 
Ayat (3) 

Cukup jelas. 

 
 Ayat (4) . . . 
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Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Ayat (5) 
Cukup jelas. 

Ayat (6) 

Cukup jelas. 
Ayat (7) 

Cukup jelas. 
Ayat (8) 

Cukup jelas. 

Ayat (9) 
Penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat 
Walikota masa jabatannya 1 (satu) tahun dan dapat 

diperpanjang 1 (satu) tahun berikut dengan orang 
yang sama/berbeda. 

Ayat (10) 
Cukup jelas. 

Ayat (11) 

Cukup jelas. 
Ayat (12) 

Cukup jelas. 
 

Angka 67 
Pasal 205B 

Cukup jelas. 
 

Pasal 205C 

Cukup jelas. 
 

 

Pasal II 
Cukup jelas. 
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